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MOTTO 

“Bukan kurang berarti, tetapi setara. Bukan bersaing, tetapi kerja sama.’’ 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak 

terhindarikan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing 

ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi 

khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi 

sebagai acuan penulisan karya ilmiah. 

A. KONSONAN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada halaman berikut: 

 
Arab Indonesia Arab Indonesia 

 ṭ ط ̀ أ

 ẓ ظ B ب

 ‘ ع T ت

 gh غ Th ث

 f ف J ج

 q ق ḥ ح

 k ك Kh خ

 l ل D د

 m م Dh ذ

 w و Z ز

 h ه S س

 ̓ ء Sh ش

 y ي ṣ ص

   ḍ ض

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 
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dengan tanda (’). 

B. VOKAL 

        Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A اَْ

 Kasrah I I اِ

 Ḍammah U U ا ْ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah dan ya Ai A dan I ايَْ 

 Fathah dan wau Lu A dan U ا وْ 

Contoh: 

 kaifa : كَي فَْ

لَْ  haula : هَو 

A. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 Fatḥah dan alif ىاىََْ
atau ya 

ā a dan garis 
diatas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis diatas يِْ

 Ḍammah dan ىوْ 
wau 

ū u dan garis 
diatas 

Contoh : 

 māta : مَاتَْ

B.  Ta Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, ditransliterasikan dengan 

[t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata 

itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

باَدَلَة  mubādalah : م 

C. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (’), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah syaddah. Contoh:  

 rabbanā : رَبُّناَ

 al-ḥajj : الحَجُّْ
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 aduwwu‘:  عَد وُّْ

Jika huruf ى ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahalui oleh huruf 

berharjat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī). 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) : عَلِيْ 

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) : عَرَبِيْ 

D. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf لا 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: 

سْ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشَّم 

 al-falsafah : الفلَ سَفَةْ 

E. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. Contohnya: 

ءْ   ’al-nau : النَّو 

ءْ   syai’un: شَي 
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تْ   umirtu: ا مِر 

F. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al- 

Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: khalwat, mahram, 

G. Lafẓ Al-Jalālah (   (الله  

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Contoh  َصَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّم : ṣalallahu 'alaihi wasallam 

H. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 
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nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 

ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: Al-Syatibi, Abu Zahra, Nasrun Harun, Ibn Qayyim, al-Qaḍi Iyaḍ, 

Ni’am Sholeh, and Abu Ishak al-Syatibi. 
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ABSTRAK 

Maulana Khaidir Permana, NIM 210201110188, 2025. Pembagian Tidak Sama Rata 
Harta Bersama Karena Istri Berpenghasilan Lebih Perspektif Keadilan 
Gender Mansour Fakih (Studi Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr),  
Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik  Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abd.Rouf, 
M.HI. 

Kata Kunci: Keadilan Gender, Harta Bersama, Mansour Fakih 

 Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr mengadili 
perkara pembagian harta bersama pasca perceraian antara istri sebagai Penggugat dan 
suami sebagai Tergugat. Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan pembagian harta 
bersama dengan proporsi 80:20, berdasarkan klaim bahwa kontribusi finansial selama 
perkawinan lebih banyak berasal darinya. Namun, Majelis Hakim memutuskan untuk 
membagi harta bersama dengan komposisi 65:35, tanpa merujuk langsung pada 
ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa janda atau 
duda yang bercerai masing-masing berhak atas separuh harta bersama. Ketidaksesuaian 
putusan ini menimbulkan persoalan hukum sekaligus pertanyaan mengenai keadilan 
substantif  dimana kedilan yang dilihat dari hasil akhir bukan sekedar dari proses 
hukum dan peraturan dalam pembagian harta bersama. 

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada dua rumusan masalah: 1) 
pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan 
No. 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, dan 2) analisis keadilan gender perspektif Mansour Fakih 
terhadap putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan 
pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan 
melalui studi pustaka, yang kemudian dianalisis dengan mengacu pada peraturan 
perundang-undangan, doktrin, dan fakta-fakta yang relevan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak sepenuhnya 
selaras dengan ketentuan Pasal 97 KHI, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam 
perlindungan hukum terhadap hak istri atas harta bersama. Selain itu,hakim 
menjalankan wewenangnya untuk berijtihad dalam memutuskan perkara sengketa yang 
belum ada aturan, akan tetapi pertimbangan hakim dalam perkara ini belum 
sepenuhnya sejalan dengan asas keadilan gender sebagaimana dirumuskan oleh 
Mansour Fakih yaitu akses, partispasi, kontrol, manfaaat, pengabaian. Putusan yang 
menekankan kontribusi ekonomi formal mengabaikan aspek kontribusi non-material 
atau kerja domestik yang juga esensial dalam kehidupan rumah tangga.  
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ABSTRACT 

Maulana Khaidir Permana, NIM 210201110188, 2025. Unuqual Distribution of 
Marital Property Due to the Wife’s Higher Income a Gender Justice 

Perspective of Mansour Fakih (A Study of Decision 
No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr),  Undergraduate Thesis, Islamic Family Law 
Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 
University of Malang. Supervisor: Dr. H. Abd.Rouf, M.HI. 

Kata Kunci: Gender Justice, Marital Property, Mansour Fakih 

Jember Religious Court Decision Number 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr adjudicated 
a case of division of joint property after divorce between the wife as Plaintiff and the 
husband as Defendant. In this case, the Plaintiff proposed a division of joint property 
in the proportion of 80:20, based on the claim that the financial contribution during the 
marriage was mostly from her. However, the Panel of Judges decided to divide the joint 
property with a composition of 65:35, without direct reference to the provisions of 
Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI) which states that divorced widows 
or widowers are each entitled to half of the joint property. The discrepancy in this 
decision raises legal issues as well as questions about substantive justice where justice 
is seen from the final result not just from the legal process and regulations in the 
division of joint property. 

This research focuses on two problem formulations: 1) legal considerations of 
the Panel of Judges in the division of joint property in decision No. 
5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, and 2) analysis of gender justice from Mansour Fakih's 
perspective on the decision. The method used is normative juridical, with a case 
approach. The technique of collecting legal materials is done through literature study, 
which is then analyzed by referring to relevant laws, doctrines, and facts. 

The results showed that the decision was not fully in line with the provisions of 
Article 97 KHI, thus causing inequality in legal protection of the wife's rights to joint 
property. In addition, judges exercise their authority to exercise ijtihad in deciding 
disputed cases for which there are no rules, but the judge's consideration in this case is 
not fully in line with the principles of gender justice as formulated by Mansour Fakih, 
namely access, participation, control, benefits, neglect. The decision that emphasizes 
formal economic contributions ignores aspects of non-material contributions or 
domestic work which are also essential in household life. 
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 مستخلص البحث 
التوزيع غير المتكافئ للممتلكات   .NIM 210201110188 ،2025مولانا خايدر بيرمانا،  

دراسة  ) الزوجية بسبب دخل الزوجة الأعلى من منظور العدالة بين الجنسين لمانصور فقيه 
، أطروحة جامعية، برنامج دراسة قانون  (Pdt.G/2024/PA.Jr/5654للقرار رقم 

جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في   ، كلية الشريعة، الأسرة الإسلامي 

 .M.HIعبد الرؤوف،  .H. Drمالانج. المشرف: 

 الكلمات المفتاحية: العدالة بين الجنسين، الممتلكات الزوجية، منصور فقيه 

في قضية   Pdt.G/2024/PA.Jr/ 5654حكمت المحكمة الشرعية في جمبر بقرارها رقم 
طلاق بين الزوجة بصفتها مدعية والزوج بصفته مدعى عليه. في  لكات المشتركة بعد التقسيم الممت 

، استنادًا  80:20هذه القضية، اقترحت المدعية في هذه القضية تقسيم الممتلكات المشتركة بنسبة 
هيئة القضاة تقسيم  إلى أن المساهمة المالية أثناء الزواج كانت في معظمها منها. ومع ذلك، قررت 

من مجموعة   97، دون الإشارة المباشرة إلى أحكام المادة 65:35بة متلكات المشتركة بنسالم
الشريعة الإسلامية التي تنص على أن الأرملة المطلقة أو الأرمل يحق لكل منهما نصف الممتلكات  

العدالة الموضوعية   المشتركة. ويثير التناقض في هذا القرار إشكاليات قانونية وتساؤلات حول 
من النتيجة النهائية وليس فقط من العملية القانونية والضوابط في تقسيم  يث ينظر إلى العدالة ح

 الملكية المشتركة. 
( الاعتبارات القانونية لهيئة القضاة في تقسيم  1يركز هذا البحث على صيغتين للمشكلة: 

5654الممتلكات المشتركة في القرار رقم  /Pdt.G/2024/PA.Jr دالة بين  ( تحليل الع2، و
 من وجهة نظر منصور فقيه حول القرار. المنهج المستخدم هو المنهج الفقهي المعياري،  الجنسين
اربة الحالة. ويتم أسلوب جمع المواد القانونية من خلال دراسة الأدبيات التي يتم تحليلها  مع مق

الصلة بعد ذلك بالرجوع إلى القوانين والمذاهب والوقائع ذات  . 

من قانون الأحوال    97 يكن متماشياً تماماً مع أحكام المادة ج أن القرار لموأظهرت النتائ
الملكية   الشخصية في الكويت، مما أدى إلى عدم المساواة في الحماية القانونية لحق الزوجة في 
القضايا  المشتركة. وبالإضافة إلى ذلك، يمارس القاضي سلطته في ممارسة الاجتهاد في البت في 

قواعد، ولكن نظر القاضي في هذه القضية لا يتماشى تمامًا مع  ها التي لا توجد لها المتنازع علي



xxiii 
 

مبادئ العدالة بين الجنسين كما صاغها منصور فقيه، وهي الوصول والمشاركة والسيطرة  
والاستحقاقات والإهمال. فالقرار الذي يركز على المساهمات الاقتصادية الرسمية يتجاهل  

نزلي الذي يعتبر أيضًا أساسيًا في الحياة الأسريةالمادية أو العمل المجوانب المساهمات غير  . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Pernikahan menurut hukum islam adalah akad yang kuat atau mitsaqan 

ghalidzan unruk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Perkawinan perupakan salah satu tahap yang umunya dilalui oleh semua manusia 

sebagai mahkluk sosial yang  mempunyai naluri untuk berintraksi dengan sesama 

manusia serta ingin hidup bersama dengan perkawinan hal tersebut bisa dilakukan 

secara legal baik secara agama maupun kenegaraan dengan melaksanakan 

perkawinan yang sah menurut agama masing-masing.1 

 Pada dasarnya perkawinan berlangsung dari awal akad dilaksanakan sampai 

ajal salah satu pasangan atau keduanya menjemput namun dalam agama islam jika 

ditengah perjalanan terjadi perselisiahan yang tidak bisa didamaikan makan terdapat 

solusi yaitu perceraian.2 Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang 

dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat yang dapat dilalui oleh suami istri 

bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan 

kelanjutannya. Sifat darurat dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan 

teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hakam 

 
1Mushafi dan Faridy, “Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang 

Bercerai,” Batulis Civil Law, no.1(2021): 43 
https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/download/473/pdf 
2Barzah Latupono, “Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian,” 

SASI Jurnal Terakreditasi Nasional, no.2(2020): 242 
https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/281 
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(mediator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang 

diajarkan oleh al-quran dan hadis.3 

Perceraian bukan hanya berdampak emosional, tetapi juga mengakibatkan 

akibat hukum diantaranya ialah harta gono-gini. Harta gono-gini adalah harta yang 

dihasilkan oleh pasangan suami-istri pra-perceraian secara bersma-sama semasa 

perkawinan masih berlangsung.istilah hukum yang digunakan secara legal dan 

formal terdapat dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan istilah harta 

bersama akan tetapi istilah gono-gini lebih dikenal dari pada istilah harta bersama. 

Kata gono-gini berasal dari bahasa jawa yang berarti dua anak bersaudara laki-laki 

dan perempuan yang kemudian dijadikan sebagai konsep tenang persatuan antara 

laki-laki dan perempuan kemudian harta yang berhubung dengan perkawinan 

disebut dengan harta gono-gini.4 

Menurut  Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.5 

Kemudian menurut Harahap dalam jurnal yang bejudul analisis yuridis pembagian 

harta gono-gini berdasarkan kontribusi suami istri selama perkawinan bahwa objek 

harta gono gini tidak sebatas itu saja akan tetapi terdapat beberapa ruang lingkup 

yaitu : 

 
3Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis (Surabaya: 
Gemilang Publisher,2019), 38. 
4Mushafi dan Faridy, “Tinjauan Hukum atas Pembagian,”44.  
5Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf 
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1. Harta yang dibeli selama perkawinan  

Setiap harta yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis 

menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami-istri, 

sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah satu suami atau istri, 

maka harta yang atas nama suami-istri tersebut di anggap harta bersama  

2. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan 

Kalau harta itu dipelihara/diusahakandan telah dialihnamakan keatas 

nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang 

diperoleh selama masa perkawinan,maka harta tersebut harus dianggap 

harta bersama. 

3. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiyayai dari 

harta bersama 

Harta atau rumah yang dibangun atau yang di beli sesudah perceraian 

dianggap harta bersama suami-istri jika biaya pembangunan atau 

pembelian sesuatu tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama 

perkawinan. 

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh 

dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama.6 

 
6Hanifah Salma Muhammad, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono-gini Berdasarkan Kontribusi 
Suami Istri Selama Pernikahan,” Jurnal Restorasi Hukum, no.2(2022): 148 https://ejournal.uin-
suka.ac.id/syariah/jrh/article/view/2354 
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 Hal ini ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang 

menyebutkan bahwa “janda atau duda cerai massing-masing berhak seperdua dari harta 

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.  

 Pembagian harta bersama tidak pernah terfikirkan oleh setiap pasangan yang 

melangsungkan pernikahan karena setiap pasangan memiliki rencana dan impian 

bahwa pernikahan mereka berjalan secara harmonis dan langgeng,oleh karena itu setiap 

pasangan yang menikah tidak pernah berfikir tentang pembagian harta bersama karena 

tidak ada perencanaan untuk bercerai, tapi jika perceraian maka pembagian harta 

bersama dalam aturan di Indonesia.dalam pasal 35 Undang-Undang perkawinan No.1 

Tahun 1974 bahwa pembagian Harta gono-gini di serahkan kepada persetujuan setiap 

pasangan,jika tidak selesai maka bisa merujuk kepada KHI pasal 97 yang membagi 

harta gono-gini 50:50 dengan syarat setiap mantan suami-istri melakukan kewajiban 

yang tertuang dalam KHI pasal 80 tentang kewajiban suami yaitu 1)membimbing 

keluarga 2)mencukupi kebutuhan keluarga, 3)memberikan pendidikan baik dalam 

bidang agama atau pengetahuan umum7, kemudian pada KHI pasal 81 suami 

berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan 

nya8 dan KHI pasal 83 kewajiban istri hanya dua yaitu taat dan management keperluan 

rumah tangga sehari-hari9  

 
7Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta:Direktorat Bina KUA dan 
Keluarga Sakinah, 2018), 80. 
8RI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, 81. 
9RI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, 83. 
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 Namun dalam praktiknya, pembagian harta bersama tidak selalu dilakukan 

secara simetris. Hal ini tergambar dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 

5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, dimana hakim memutus pembagian harta bersama antara 

suami dan istri tidak dalam porsi yang sama, melainkan 65% untuk istri (penggugat) 

dan 35% untuk suami (tergugat). Dalam kasus tersebut, istri adalah seorang Tenaga 

Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di Hongkong dan mengirimkan hasil jerih payahnya 

ke Indonesia untuk membeli berbagai aset selama perkawinan. Sementara itu, tergugat 

dinilai tidak menunjukkan kontribusi sepadan, bahkan menguasai semua harta yang 

disengketakan dan tidak bersedia menyerahkannya. 

 Hakim mempertimbangkan fakta kontribusi ekonomi secara proporsional 

dalam memutuskan pembagian tersebut. Keputusan ini menjadi menarik untuk dikaji 

karena menunjukkan adanya keberpihakan pada keadilan substantif dibandingkan 

hanya pada keadilan normatif (50:50). Hal ini menandai bahwa hukum mampu 

menyesuaikan dengan realitas sosial rumah tangga, khususnya ketika istri memainkan 

peran dominan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. 

 Fenomena ini sangat relevan dikaji melalui perspektif keadilan gender, 

khususnya menurut pemikiran Mansour Fakih. Dalam bukunya Analisis Gender dan 

Transformasi Sosial, Fakih mengidentifikasi berbagai bentuk ketidakadilan gender, 

salah satunya adalah marginalisasi yaitu peniadaan peran perempuan dalam ranah 
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ekonomi dan pengambilan keputusan, termasuk dalam keluarga.10 Ketika kontribusi 

ekonomi perempuan dalam rumah tangga tidak diakui secara proporsional, maka di 

situlah ketidakadilan gender bekerja. Dalam konteks ini, pengakuan hakim terhadap 

kontribusi istri sebagai TKW yang menghasilkan sebagian besar aset merupakan 

bentuk koreksi terhadap praktik ketimpangan yang selama ini terjadi. 

 Lebih jauh lagi, dalam konteks masyarakat patriarkal, seperti di sebagian besar 

wilayah Indonesia, perempuan sering kali mengalami subordinasi dalam berbagai 

aspek,11 termasuk dalam kepemilikan dan pembagian aset keluarga. Mansour Fakih 

menyebut ini sebagai bentuk ketimpangan struktural yang harus diatasi melalui 

pendekatan hukum yang adil dan berpihak pada kelompok yang termarjinalkan. Oleh 

karena itu, putusan ini bisa dibaca sebagai wujud keberpihakan sistem hukum terhadap 

perempuan yang sebelumnya berada dalam posisi subordinat. 

 Dalam hal ini peneliti hadir untuk menganalisi nilai keadilan putusan hakim 

yang telah ditetapkan dalam satu putasan berdasarkan nilai keadilannya Mansour Fakih 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Pembagian Harta 

Bersama Pada Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr Perspektif KHI dan UUP? 

 
10Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), 15. 
11Fakih, Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial, 16. 
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2. Bagaimana Analisis Perspektif Keadilan Gender Mansour Fakih Atas Putusan 

No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mengenai 

Pembagian Harta Bersama Pada Putusan No. 5456/Pdt.G/2024/PA.Jr 

Perspektif KHI dan UUP. 

2. Untuk Menganalisis dan Menjelaskan Keadilan Gender Menurut Perspektif 

Mansour Fakih Atas Putusan No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis dan 

praktis yaitu: 

       1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang 

signifikan, terutama dalam disiplin ilmu fiqih dan hukum perdata. Hasi l 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi tambahan dan 

memperkaya koleksi kepustakaan, sehingga memperluas wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang hukum keluarga islam, khususnya terkait dengan 

pembagian harta bersama. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang 

sistematis dan terstruktur tentang pembagian tidak sama rata dalam harta 

bersama perpektif keadilan gender Mansour Faqih. 

b. Bagi peneliti lain, karya tulis ini dapat berfungsi sebagai sumber data awal 

(baseline data) dan referensi yang berharga untuk penelitian lanjutan yang 

akan dilakukan di masa depan. 

E. Definisi Konseptual 

1. Harta Bersama 

harta bersama adalah seluruh kekayaan yang diperoleh suami dan istri 

selama masa perkawinan, tanpa memandang atas nama siapa harta tersebut 

dicatat. Harta ini berbeda dari harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki sebelum 

perkawinan atau yang diperoleh melalui hibah, warisan, atau pemberian pribadi 

selama perkawinan, selama tidak diperuntukkan untuk kepentingan bersama. 

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974.12  

 

 

 
12Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf 
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2. Keadilan Gender 

Keadilan gender merujuk pada ketika laki-laki dan perempuan memiliki 

hak dan kewajiban yang sama. Diskriminasi gender masih terjadi di berbagai 

bidang di seluruh dunia. Keadilan tidak selalu berarti yang sama. Jadi, selama 

ketidakadilan gender tidak muncul, perbedaan peran gender antara laki-laki dan 

perempuan dalam konteks ini tidak merupakan ketidakadilan. Konsep keadilan 

gender berarti tidak ada beban ganda, subordinasi, marginalisasi, atau 

kekerasan terhadap laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, mendapatkan 

akses yang bebas, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, dan 

mendapatkan dampak yang sama besar dari proses pembangunan yang 

dilakukan pemerintah, adalah penting. Ini mendukung pendapat Handayani, 

yang menyatakan bahwa keadilan gender hanya dapat dicapai ketika tidak ada 

diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam bidang apapun.13 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

  Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. 

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengfokuskan 

penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (law in books) 

 
13Wisnu Hatamil, “Makna Keadilan Gender dalam Perspektif Warga Negara Muda di Pedesaan,” 

Equalita:Jurnal Studi Gender dan Anak, no.1(2023): 95 
https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/download/13512/5309 
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atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Penelitian normatif bisa dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka 

yang sebagian besar sumber bahan hukumnya merupakan sumber bahan hukum 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Sebagian besar bahan hukumnya besaral dari Undang-

undang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dalam masyarakat.14 

Penelitian ini berkaitan dengan jenis penelitian yuridis normatif karena ada 

kaitannya dengan hukum yang dikaitkan dengan peraturan didalam putusan 

No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr dan menganalisis pertimbangan hakim dalam 

mengambil putusan dengan menggunakan perspektif keadilan gender Mansour 

Faqih. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah case 

approach yaitu pendekatan yang bertujuan unutk mempelajari penerapan norma-

norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum terutama 

mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan.15  Case approach dalam yuridis 

normatif relevan pada penelitian ini sebab; a. Menganalisis putusan pengadilan: 

Pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan dalam 

kasus-kasus tertentu, b. Meneliti kasus hukum: Case approach dapat digunakan 

 
14Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum  (Banda Aceh, 
Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia 2022), 8. 
15Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press 2020),58. 
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untuk meneliti kasus hukum yang spesifik dan menganalisis aspek-aspek hukum 

yang terkait, c. Mengidentifikasi yurisprudensi: Case approach dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi yurisprudensi (putusan pengadilan yang menjadi acuan) 

dalam kasus-kasus tertentu, dan d. Menganalisis konflik hukum: Pendekatan ini 

dapat digunakan untuk menganalisis konflik hukum yang timbul dalam kasus-

kasus tertentu. Kemudian pada penelitian ini dianalisis dengan perspektif 

keadilan gender Mansour Faqih dalam menyikapi persoalan pada putusan 

pengadilan No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr. 

3. Bahan Hukum  

Bahan pustaka digunakan sebagai dasar penelitian hukum normatif ini.  

Penelitian normatif menggunakan kepustakaan sebagai sumber penelitian. Jadi, 

dengan kata lain. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  

a. Bahan Hukum Primer  

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang autoratif, 

artinya bahan hukum tersebut adalah hasil dari tindakan yang dilakukan 

oleh lembaga tertentu yang mempunyai otoritas dan kewenangan tentang 
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bahan hukum tersebut.16 Sumber bahan hukum primer yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah putusan No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum  yang dikumpulkan oleh seorang peneliti melalui 

sumber lain, baik lisan maupun tulis, disebut sebagai bahan hukum 

sekunder, bahan hukum sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah 

ada sebelumnya dan digunakan sebagai tambahan untuk kebutuhan bahan 

hukum penelitian. Penelitian kepustakaan dan dokumen. Jenis penelitian 

kepustakaan termasuk buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus 

hukum, ensikolepdia, kamus literatur hukum, dan bahan hukum tertulis 

lainnya selain studi pustaka, juga studi dokumen, seperti yurisprudensi, 

kontrak, perjanjian, dan dokumen peraturan perundang-undangan yang 

berjenjang.17 Buku yang digunakan pada penelitian ini yaitu:  

1) Kompilasi Hukum Islam Indonesia Kementrian Agama RI,  

2) Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa  Departemen Pendidikan   

Nasional,  

3) Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan 

bisnis karya Khumedi Ja’far,  

 
16Djulaeka dan Devi Rahayu Buku Ajar : Metode Penelitian Hukum ( Surabaya: Scopindo Media 
Pustaka, 2020), 89. 
17Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 124. 
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4) Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial karya Mansour 

Fakih. 

c. Bahan Hukum  Tersier 

Sumber tersier adalah artikel yang merangkum atau mensintesis 

informasi  dari sumber primer dan sekunder, seperti buku, artikel, dan 

dokumen lainnya. Penelitian ini menggunakan juga website.18 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Studi dokumen (document study) kajian informasi tertulis mengenai 

hukum yang tidak dipublis secara umum tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak 

tertentu.19 Studi dokumen memungkinkan peneliti mengumpulkan bahan 

hukum tentang peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan 

dokumen lainnya yang terkait, dengan menganalisis dokumen yang terkait 

dengan topik penelitian, studi dokumen dapat membantu peneliti membuat 

kerangka teori yang kuat untuk penelitian normatif, Peneliti dapat 

menghasilkan rekomendasi kebijakan melalui studi dokumen. 

 

 
18Derek Jansen (MBA), “Sumber Primer,Sekunder,Tersier,” Gradcoach,Januari 2023,diakses 5 
September 2024 https://gradcoach.com/primary-secondary-tertiary-sources/ 
19Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Bentul: Kbm Indonesian 2022), 47. 
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5. Pengolahan Bahan Hukum  

    Setelah semua bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul, 

selanjutnya penulis akan menganalisis bahan-bahan hukum tersebut dengan 

beberapa cara; 

a. Edit 

      Proses pengolahan bahan hukum yang dilakukan untuk memeriksa 

keakuratan dan validitas bahan hukum yang telah dikumpulkan20 Pada 

tahap pengolahan bahan hukum ini, peneliti meneliti bahan hukum yang 

diperoleh berdasarkan kejelasan makna, kelengkapan bahan hukum, serta 

kesesuaian bahan hukum dengan bahan hukum lainnya yang dilakukan 

oleh pencari bahan hukum pada penelitian ini, peneliti melakukan edit 

terhadap sumber hukum yang didapatkan dari undang-undang tentang harta 

bersama pada putusan No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr. 

b. Klasifikasi  

 Peneliti mengelompokkan semua bahan hukum yang diperoleh dari 

hasil studi pustaka, memasukkan bahan hukum dan bahan hukum ke dalam 

kelas yang mewakili gejala atau peristiwa hukum yang identik atau 

dianggap identik.21 Pada tahap ini peneliti mengelompokan hasil bahan 

 
20Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum (Banda 
Aceh:Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia,2022), 42. 
21Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , 104. 
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hukum yang diperoleh yang terkait dengan hukum, kebijakan dan regulasi 

yang sesuai dengan kasus didalam putusan No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr. 

c. Verifikasi 

      Verifikasi adalah proses memastikan keakuratan dan keabsahan bahan 

hukum dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Langkah 

ini sangat penting untuk memvalidasi bahan hukum dan memastikan bahwa 

jawaban atas pertanyaan penelitian akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan.22 Dalam tahap ini peneliti memastikan bahan 

hukum yang dikumpulkan akurat, dapat dipercaya, dan tidak melanggar 

hukum atau peraturan yang berlaku menganai harta bersama pada putusan 

No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr. 

d. Analisis Bahan Hukum 

      Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif melibatkan 

pemberian komentar yang mendalam dan argumentasi yang kuat atas hasil 

penelitian. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan penilaian 

tentang apa yang benar atau salah menurut hukum, berdasarkan norma 

hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh besar terhadap hasil analisis 

dan kesimpulan yang diambil.23 Pada tahap ini setelah bahan hukum yang 

 
22Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi (Bandung: Sinar Baru 
Algesindo, 2000), 85. 
23Wiwik Sri Widiarty, Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta: Publika Global Media), 134. 
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dikumpulkan dan sudah di klasifikasi kemudian diverifikasi selajutnya 

peneliti melakukan analisis menggunakan perspektif keadilan gender 

Mansour Faqih. 

e. Kesimpulan 

 Bahan hukum yang telah dikumpulkan, dipilih atau dipilah, dan 

dipelajari sesuai dengan masalah hukum yang dihadapi sebelum sampai pada 

kesimpulan.24 Dalam tahap ini peneliti menyimpulkan hasil analisis secara 

singkat, padat, dan jelas dari apa yang diteliti.  

G. Penelitian Terdahulu 

      Penelitian terdahulu merupakan bagian yang memaparkan tentang 

penjelasan dan bahan hukum untuk menemukan persamaan dan perbedaan 

antar  penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 

sebagai bahan pertimbangan dan sekaligus dasar penelitian yang dilakukan 

oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan yaitu :  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syahdina Regita Pramesti pada tahun 2023 

dengan judul “Analisis Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Akibat 

Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  

1974”. Universitas Muslim Indonesia.25 Dalam penelitian terdahulu membahas 

 
24Widiarty, Metode Penelitian Hukum,136. 
25Syahdina Regita Pramesti, “Analisis Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Akibat Perceraian 
Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974” (Undergraduate Thesis, Universitas 
Muslim Indonesia, 2023), 
https://repository.umi.ac.id/4413/1/syahdina%20regita%20pramesti_04020190561.pdf 
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tentang bagaimana kedudukan harta bersama ( Gono-Gini ) dalam perkawinan 

dan mengetahui pembagiannya ketika terjadi perceraian dengan hasil bahwa 

hukum islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami-istri 

karena perkawinan.harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai 

sepenuhnya oleh istri begitupun sebaliknya, penelitian terdahulu menggunakan 

metode penelitian  normatif  dan menggunakan pendekatan peraturan 

perundang-undnagan (statue approach). Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (library research). Persamaan 

peneliatan terdahulu dengan penelitian ini terletak pada metode penelitan yaitu 

penelitian normatif dan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi 

kepustakaan (library research). Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini terletak pada pendekatan yang mana penelitan ini mengunakan 

pendekatan kasus (case approach) serta fokus pembahasan yaitu pada 

penelitian ini fokus membahas tentang apakah pembagian harta Bersama 

(Gono-gini) 80:20 pada putusan perkara NO.5654/pdt.G/2024/PA.Jr itu adil 

menggunakan persfektif keadilan gender Mansour Fakih. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dara Nindiani pada tahun 2023 dengan judul 

“Realisasi Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Wilayah Rejang 

Lebong Tahun 2021 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B). 

Institut Agama Islam Negri Curup. Penelitina terdahulu membahas tentang 

putusan pengadilan agama curup tentang pembagian harta gono-gini yang 

tidak berjalan sesuai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
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dengan hasil bahwa dalam pembagian harta gono-gini yang terjadi pada 

putusan Pengadilan tidak terealisasi, akan tetapi tidak ada upaya dari para 

pihak untuk melakukan eksekusi ke pengadilan dan berakhir dengan upaya 

damai.26 Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada 

pembahasan mengenai harta gono-gini sedangkan perbedaanya terletak pada 

metode penelitian yang mana penelitian terdahulu menggunakan empiris yaitu 

penelitian lapangan kemudian teknik penelitian terdahulu menggunakan 

wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan penelitian ini 

menggunakan studi pustaka dengan hasil pada penelitian ini yaitu pembagian 

harta gono-gini 80:20 pada putusan perkara NO.5654/pdt.G/2024/PA.Jr itu 

adil menggunakan persfektif keadilan gender Mansour Fakih dengan hasil 

bahwa hal tersebut bisa di katakana adil. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Fitriyani Lestari pada tahun 2023 dengan 

judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Pembagian 

Harta Gono-Gini (Analisis Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn)” 

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian 

terdahulu membahas tentang pertimbangan hakim yang memutuskan bahwa 

harta bawaan istri menjadi harta bersama pada putusan Nomor 

1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn dengan hasil bahwa putusan tersebut tidak sesuai 

 
26Dara Nindiani, “Realisasi Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Wilayah Rejang Lebong 
Tahun 2021 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B)” (Undergraduate Thesis, Institut 
Agama Islam Negri Curup,2023), http://e-theses.iaincurup.ac.id/4504/ 
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dengan Undang-Undang yang berlaku.27 Persamaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang harta gono-gini dengan 

metode penelitian yuridis normatif dan pengumpulan bahan hukum 

menggunakan studi pustaka, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini terletak pada hasil penelitian yang mana hasil dari penelitian ini adalah 

pembagian harta Gono-Gini 80:20 pada putusan perkara 

NO.5654/pdt.G/2024/PA.Jr itu adil menggunakan persfektif keadilan gender 

Mansour Fakih dengan hasil bahwa hal tersebut bisa di katakana adil. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agita Putri Rahmadhani pada tahun 2022 

dengan judul “Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam 

(Studi Pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)” Universitas 

Islam Riau Pekanbaru. Penelitian terdahulu membahas tetang pembagian harta 

bersama dalam perkawinan islam dan pertimbangan hakim tentang pembagian 

harta bersama perspektif hukum islam dengan hasil bahwa suami-istri yang 

telah bercerai berhak mendapatkan harta bersama dengan pembagian yang 

sama rata.28 Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada 

pembahsan mengenai pembagian harta bersama, perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian ini terletak  metode penelitian yang mana pada 

 
27Indah Fitriyani Lestari, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Pembagian Harta 
Gono-Gini (Analisis Putusan Nomor 1791/Pdt.G/2020/PA.Kjn)” (Undergraduate Thesis, Universitas 
Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,2023), http://etheses.uingusdur.ac.id/6057/ 
28Agita Putri Rahmadhani, “Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Islam (Studi Pada 
Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Riau 
Pekanbaru, 2022), https://repository.uir.ac.id/14015/1/181010472.pdf 
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penelitian terdahulu menggunakan penelitian hukum kepustakaan (library 

research) kemudian pada teknik pengumpulan bahan hukum yang mana pada 

penelitian terdahulu menggunakan wawancara sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan studi pustaka (library research) dengan hasil dari penelitian ini 

pembagian harta bersama 80:20 pada putusan perkara 

NO.5654/pdt.G/2024/PA.Jr itu adil menggunakan persfektif keadilan gender 

Mansour Fakih dengan hasil bahwa hal tersebut bisa dikatakan adil 

5. Penelitian  yang dilakukan oleh Rizky Ardiansyah pada tahun 2021 dengan 

judul “Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-

Gini (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg). 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penelitian terdahulu  

membahas tentang Harta Gono-Gini yang diselesaikan dengan jalur peradilan 

serta kendala dalam putusan Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis empiris, metode pengumpulan data pada 

peneliatian terdahulu menggunakan metode pengumpulan data studi 

kepustakaan dan studi lapangan dengan hasil akibat hukum dari perceraian 

adalah pembagian harta gono-gini.29 Persamaan penelitan terdahulu dengan 

peneltian ini terletak pada pembahasan harta gono-gini. Sedangkan perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada metode pendekatan 

 
29Rizky Ardiansyah, “Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini (Studi 
Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg)” (Undergraduate Thesis, Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang, 2021), 
http://repository.unissula.ac.id/31439/3/Ilmu%20Hukum_30301800333_fullpdf.pdf 
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yang mana pada penelitian terdahulu menggunakan yuridis empiris sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach), 

perbedaan lainya terletak pada metode pengumpulan bahan penelitian, pada 

penelitian terdahulu mengggunakan metode pengumpulan studi pustakaan dan 

studi lapangan, perbedaan lainya terletak pada fokus pembahasan pada 

penelitian ini membahas apakah pembagian harta gono-gini 80:20 pada 

putusan perkara NO.5654/pdt.G/2024/PA.Jr itu adil menggunakan persfektif 

keadilan gender Mansour Fakih dengan hasil bahwa hal tersebut bisa dikatakan 

adil. 

Tabel 1.1 

Penelitian terdahulu 

No. Judul Persamaan Perbedaan 

1 Indah Fitriyani 
Lestari,Pertimbangan 
Hakim Pengadilan 
Agama Kajen Dalam 
Pembagian Harta Gono-
Gini (Analisis Putusan 
Nomor 
1791/Pdt.G/2020/PA.Kj
n),skripsi,2023. 
 

Metode penelitian 
yaitu yuridis normatif 
- Pengumpulan bahan 
hukum menggunakan 
studi Pustaka 
 

Fokus pembahasan 
pada penelitian 
terdahulu tentang 
putusan hakim yang 
tidak sesuai dengan 
undang-undang 
tentang harta gono-
gini sedangkan pada 
penelitian ini 
membahas tentang 
putusan hakim 
membagi harta 
gono-gini 80:20 
perspektif keadilan 
gender Mansour 
Fakih dengan hasil 
bahwa hal tersebut 
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bisa dikatakan tidak 
adil 

2 Dara Nindiani,Realisasi 
Pembagian Harta Gono-
Gini Pasca Perceraian 
Di Wilayah Rejang 
Lebong Tahun 2021 
(Studi Kasus Di 
Pengadilan Agama 
Curup Kelas 
1B),skripsi,2023. 
 

-Membahas tentang 
harta gono-gini 

- Metode pada 
penelitian terdahulu 
menggunakan 
metode empiris 
sedangkan pada 
penelitian ini 
menggunakan 
yuridis normatif 
-Teknik penelitian 
terdahulu 
menggunakan 
wawancara, 
observasi dan 
dokumentasi 
sedangkan penelitian 
ini menggukana 
studi Pustaka 
 

3 Syahdina Regita 
Pramesti, Analisis 
Pembagian Harta 
Bersama (Gono-Gini) 
Akibat Perceraian 
Menurut Hukum Islam 
Dan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun  
1974,skripsi,2023. 

-Teknik pengumpulan 
bahan hukum yaitu 
studi pustaka 
-Pembahasan 
mengenai harta gono-
gini 

-Pendekatan pada 
penelitian terdahulu 
menggunakan 
pendekatan undang-
undang (statue 
approach) 
sedangkan pada 
penelitian ini 
mengguunakan 
pendekatan kasus 
(case approach) 

4 Agita Putri 
Rahmadhani, Analisis 
Pembagian Harta 
Bersama Dalam 
Perkawinan Islam (Studi 
Pada Pengadilan Agama 
Kota Pekanbaru Tahun 
2021),skripsi,2022 

-Membahas tentang 
harta gono-gini 

- Metode Penelitian 
yang mana pada 
Penelitian terdahulu 
menggunakan 
Penelitian hukum 
kepustakaan (library 
research) sedangkan 
pada pnelitian ini 
menggunakan 
metode yuridis 
normatif 
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 - Teknik 
pengumpulan bahan 
hukum yang mana 
pada penelitian 
terdahulu 
menggunakan 
wawancara 
sedangkan pada 
penelitian ini 
menggunakan studi 
pustaka (library 
research). 

5 Rizky Ardiansyah , 
Tinjauan Yuridis Akibat 
Perceraian Terhadap 
Pembagian Harta Gono-
Gini (Studi Kasus 
Putusan PA Semarang 
Nomor 
2367/Pdt.G/2021/PA.S
mg), skripsi,2021. 

-Pembahasan tentang 
harta bersama (gono-
gini) 
 

-Pendekatan pada 
penelitian terdahulu 
menggunakan 
yuridis empiris 
sedangkan pada 
penelitian ini 
meggunakan 
pendekatan kasus 
(case approach) 
-Teknik 
pengumpulan bahan 
hukum pada 
penelitian terdahulu 
menggunakan studi 
pustaka dan studi 
lapangan sedangkan 
pada penelitian ini 
menggunakan studi 
pustaka saja. 

 

Dari kelima penelitian tersebut, belum ditemukan satu pun penelitian 

yang secara spesifik menganalisis pembagian harta gono-gini dengan 

perbandingan proporsi 80:20 dalam suatu putusan perkara, ditinjau dari 

perspektif keadilan gender. Padahal, isu keadilan dalam pembagian harta 
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bersama sangat relevan untuk dikaji dalam konteks relasi kuasa, peran gender, 

serta kontribusi ekonomi dan domestik antara suami dan istri. 

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan (gap) 

tersebut dengan menganalisis apakah pembagian harta gono-gini 80:20 pada 

putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr dapat dikatakan adil, menggunakan 

perspektif keadilan gender Mansour Fakih. Pendekatan ini menjadi pembeda 

utama karena tidak hanya mengkaji aspek hukum positif, tetapi juga menilai 

dimensi keadilan substantif berdasarkan kontribusi masing-masing pihak 

dalam rumah tangga dari sudut pandang gender. 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka memfokuskan dan menyusun skripsi secara sistematis, peneliti 

akan membagi penelitian menjadi empat bab utama, berdasarkan pedoman 

penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan merupakan bagian awal skripsi yang memperkenalkan topik 

penelitian dan memberikan konteks yang jelas. Bab ini terdiri dari beberapa subbab 

penting, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, serta tinjauan pustaka dan sistematika penulisan yang 

memberikan gambaran menyeluruh tentang skripsi.  

Bab II Tinjauan Pustaka membahas landasan teori yang menjadi dasar 

penelitian, dengan memberikan tinjauan umum dan kerangka teori tentang 
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pembagian tidak sama rata dalam harta bersama perspektif keadilan gender Mansour 

Fakih.  

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Analisis pada bab ini menyajikan 

bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, termasuk primer, 

sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk menjawab 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pada bab ini, penulis akan 

memaparkan konsep pembagian tidak sama rata dalam harta bersama perspektif 

keadilan gender Mansour Fakih, yang merupakan hasil analisis bahan hukum yang 

telah diperoleh.  

Bab IV Penutup merupakan penutup skripsi yang memuat kesimpulan dan 

rangkuman hasil penelitian, serta jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. 

Kesimpulan ini disajikan dalam bentuk poin-poin yang singkat, padat, dan jelas. Bab 

ini juga berisi saran-saran yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian lanjutan. 

Diakhir bab, terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup 

peneliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Harta Bersama 

1. Pengertian 

       Harta Bersama dikenal juga dengan harta gono-gini,"Gono gini" berasal dari 

bahasa Jawa, yang berarti "bersama-sama" atau "bersama-sama". Kekayaan yang 

dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan disebut "harta gono-

gini". Ketika suami dan istri bekerja sama untuk membentuk rumah tangga, 

kekayaan ini disebut sebagai syirkah mufawadhah atau syirkah abdan. Dengan 

kata lain, harta gono-gini menunjukkan hubungan dua orang yang telah diikat 

nikah untuk hidup bersama dan membentuk keluarga.30 Istilah harta bersama, 

yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai community property dan dalam 

bahasa Belanda disebut gemeenschap van goederen, merupakan istilah hukum 

yang cukup dikenal, bahkan populer di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, 

pada umumnya masyarakat hanya memahami atau membicarakan istilah ini 

dalam konteks perceraian atau sengketa yang muncul dalam proses persidangan, 

 
30Lulu Sandra, dan Yusuf Hidayat, “Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta Gono Gini dalam Perkawinan 

Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB),”  UNES Law 
Review, no.4(2024): 12413 https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4 
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khususnya yang berkaitan dengan perebutan atau pembagian harta bersama 

dalam perkawinan.31    

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata gana-gini 

yang memiliki dua makna: 1) anak yang hanya dua bersaudara (dari satu ayah 

dan satu ibu); dan 2) harta yang berhasil dikumpulkan selama bersuami istri (hak 

berdua). Dalam konteks hukum dan studi keluarga, makna kedua lebih relevan, 

yaitu sebagai harta yang diperoleh bersama oleh suami dan istri selama masa 

perkawinan dan menjadi milik bersama.32 

       Undang - Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), 

disebutkan “Harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi milik 

bersama”  Ketentuan ini memberikan batasan yang jelas bahwa yang termasuk 

dalam kategori harta bersama (harta gono-gini) adalah segala bentuk kekayaan 

yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung, baik 

atas nama salah satu pihak maupun atas nama bersama. Artinya, harta yang 

dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum terjadinya akad perkawinan tidak 

termasuk dalam kategori harta bersama, melainkan disebut sebagai harta bawaan. 

Harta bawaan tetap menjadi milik pribadi masing-masing sepanjang tidak 

dicampur atau diperuntukkan secara bersama dalam kehidupan rumah tangga. 

 
31Siti Mustaghfiroh, dan Nely Melinda, “Pemanfaatan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif 

Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif,” Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, no.1(2022): 
110 https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/5480/2912 
32Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 
2008), 341. 
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Hal ini menunjukkan bahwa hukum membedakan dengan tegas antara 

kepemilikan harta pribadi dan harta hasil usaha bersama dalam ikatan 

perkawinan yang disebutkan dalam Undang - Undang perkawinan No 1 Tahun 

1974 Pasal 35 ayat (2) “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan 

harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah 

dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan 

lain”. Harta gono-gini atau harta bersama adalah seluruh kekayaan yang 

diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan, tanpa memandang atas nama 

siapa harta tersebut dicatat. Harta ini berbeda dari harta bawaan, yaitu harta yang 

dimiliki sebelum perkawinan atau yang diperoleh melalui hibah, warisan, atau 

pemberian pribadi selama perkawinan, selama tidak diperuntukkan untuk 

kepentingan bersama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Lebih lanjut, jika salah satu 

pihak memperoleh harta melalui hibah, warisan, atau pemberian pribadi selama 

perkawinan dan tidak digunakan untuk kepentingan bersama, maka harta tersebut 

juga tidak termasuk dalam harta bersama, melainkan tetap dikategorikan sebagai 

milik pribadi sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang yang sama.33 

2. Dasar Hukum Harta Bersama 

    a. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

 
33Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf 
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Pengaturan mengenai harta gono-gini atau harta bersama dalam 

perkawinan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. 

Pasal 35 menyatakan bahwa: 1) Harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama, 2) Harta bawaan dari masing-masing 

suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai 

hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali jika 

telah ditentukan lain oleh para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa 

hukum positif Indonesia mengakui adanya pemisahan antara harta bersama 

dan harta pribadi dalam ikatan perkawinan. Harta yang diperoleh selama 

perkawinan, baik oleh suami maupun istri, dianggap sebagai hasil usaha 

bersama dan masuk dalam kategori harta bersama, kecuali ditentukan 

sebaliknya dalam perjanjian perkawinan. 

  Pasal 36 mengatur kewenangan atas harta bersama dan harta pribadi: 1) 

Mengenai harta bersama, suami atau istri hanya dapat bertindak atas 

persetujuan kedua belah pihak, 2) Sedangkan terhadap harta bawaan, masing-

masing pihak memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas 

harta miliknya sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip kesepakatan 

dalam pengelolaan harta bersama, sedangkan terhadap harta pribadi tetap 

berlaku asas kepemilikan individu. Selanjutnya, Pasal 37 mengatur bahwa bila 

perkawinan putus karena perceraian, pembagian harta bersama dilakukan 
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menurut hukum masing-masing pihak. Dalam konteks ini, pembagian dapat 

merujuk pada hukum agama, adat, atau hukum perdata yang dianut oleh 

pasangan suami istri tersebut.34 

Ketiga pasal ini menjadi dasar penting dalam pembahasan sengketa 

harta bersama di pengadilan, khususnya ketika terjadi perceraian. Undang-

undang ini juga menjadi acuan utama dalam menilai keadilan dalam 

pembagian harta antara suami dan istri setelah perceraian, termasuk dalam 

perkara yang dikaji dalam penelitian ini. 

          b. Kompilasi Hukum Islam  

  Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum Islam di 

Indonesia memuat ketentuan yang cukup komprehensif terkait harta kekayaan 

dalam perkawinan, khususnya mengenai keberadaan harta bersama dan harta 

milik pribadi suami atau istri. Dalam Pasal 85 disebutkan bahwa meskipun 

dalam perkawinan terdapat harta bersama, hal itu tidak menghilangkan 

kemungkinan masing-masing pasangan tetap memiliki harta pribadi.35 

Selanjutnya, Pasal 86 menegaskan bahwa pada dasarnya, perkawinan 

tidak menyebabkan pencampuran antara harta suami dan istri. Artinya, harta 

milik istri tetap menjadi milik dan di bawah kekuasaannya, begitu pula dengan 

 
34Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf 
35RI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, 46. 
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harta milik suami. Kemandirian kepemilikan ini ditegaskan kembali dalam 

Pasal 87, dimana harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing pihak 

melalui hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, 

kecuali jika dalam perjanjian perkawinan disepakati sebaliknya. Pasangan 

suami istri juga memiliki hak untuk mengelola harta pribadi mereka, termasuk 

untuk memberikan hibah, sedekah, atau hadiah. 

Jika terjadi sengketa mengenai harta bersama, Pasal 88 mengatur bahwa 

perkara tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Dalam aspek 

tanggung jawab, Pasal 89 dan 90 menekankan bahwa baik suami maupun istri 

memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan merawat harta bersama, 

termasuk harta pasangan masing-masing. Jenis dan bentuk harta bersama 

dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 91, yang menyatakan bahwa harta bersama 

dapat berupa benda berwujud (seperti tanah, kendaraan, dan surat berharga) 

maupun tidak berwujud (berupa hak dan kewajiban). Penggunaan atau 

pengalihan harta bersama harus melalui persetujuan kedua belah pihak 

sebagaimana disebut dalam Pasal 92.36 

Dalam konteks utang, Pasal 93 mengatur pembagian tanggung jawab 

atas utang suami atau istri. Bila utang tersebut untuk kepentingan pribadi, 

maka ditanggung oleh harta pribadi masing-masing. Namun, jika utang 

digunakan untuk kepentingan keluarga, maka menjadi tanggung jawab 

 
36RI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, 48. 
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bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka pembayarannya 

berturut-turut dibebankan pada harta suami dan kemudian harta istri. 

Pasal 94 hingga Pasal 95 memuat pengaturan tentang harta bersama 

dalam konteks poligami, yang mana harta bersama setiap rumah tangga 

dipisahkan secara mandiri. Ketentuan juga mengizinkan Pengadilan Agama 

untuk menyita harta bersama jika salah satu pihak melakukan tindakan 

merugikan seperti berjudi atau berperilaku konsumtif yang membahayakan 

keberlangsungan ekonomi keluarga. 

Terakhir, Pasal 96 dan 97 menjelaskan pembagian harta bersama 

apabila terjadi perceraian atau kematian. Dalam hal ini, masing-masing pihak 

berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama, kecuali jika ada 

ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.37 

Dengan demikian, KHI memberikan kerangka hukum yang mengatur 

secara rinci tentang pengelolaan, pemisahan, dan penyelesaian konflik atas 

harta dalam rumah tangga, yang mencerminkan perlindungan terhadap hak-

hak individu dalam ikatan perkawinan serta prinsip keadilan dalam pembagian 

harta bersama. 

Dalam KHI pembagian harta bersama sesuai pasal 97 dengan 

pembagian 50:50 harus memenuhi syarat yaitu baik suami ataupun istri harus 

 
37RI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, 50. 
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menjalankan kewajibannya yaitu pasal 80 untuk kewajiban suami 

diantaranya: 

1) Membimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi 

mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 

diputuskan oleh suami isteri bersama, 

                 2) Melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup     

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,  

     3) memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi 

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi 

agama, nusa dan bangsa.  

4) Sesuatu dengan penghasilannya suami menanggung :  

a. Natkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan,dan biaya pengobatan bagi 

isteri dan anak, 

c. Biaya pendidikan bagi anak.38  

 

 

 
38RI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, 42.  
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Sedangkan kewajiban istri terdapat dalam pasal 83 yaitu: 

1) Berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh 

hukum islam, 

2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari 

dengan sebaik-baiknya.39 

1. Pengertian Keadilan Gender  

Istilah gender dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa 

Inggris. Dalam kamus, makna antara sex dan gender tidak selalu dijelaskan 

secara terpisah.40 Padahal, untuk memahami konsep gender secara tepat, 

penting untuk membedakannya dari jenis kelamin atau sex. Jenis kelamin 

mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat 

alamiah dan permanen. Misalnya, laki-laki memiliki penis dan memproduksi 

sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim, vagina, saluran kelahiran, 

memproduksi sel telur, dan memiliki kelenjar susu. Ciri-ciri tersebut bersifat 

biologis, tidak dapat dipertukarkan, dan secara kodrati melekat pada masing-

masing jenis kelamin.41 

Berbeda dengan itu, gender merupakan konsep yang berkaitan dengan sifat 

dan peran sosial yang dilekatkan pada laki-laki maupun perempuan berdasarkan 

 
39RI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, 45.  
40Fakih, Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial, 7. 
41Fakih, Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial, 8. 
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konstruksi budaya dan sosial. Contohnya, perempuan sering diasosiasikan 

dengan sifat lemah lembut, keibuan, cantik, atau emosional, sedangkan laki-

laki dianggap kuat, rasional, dan dominan. Namun, sifat-sifat ini tidak bersifat 

tetap atau kodrati, melainkan dapat berubah dan saling dipertukarkan. Artinya, 

ada laki-laki yang memiliki sifat lembut atau emosional, dan ada perempuan 

yang rasional atau berani. 

     Karakteristik gender bersifat dinamis dapat berubah seiring waktu, 

berbeda antar budaya, tempat, bahkan antar kelas sosial. Misalnya, dalam 

masyarakat tertentu pada masa lalu, perempuan justru memiliki kekuatan fisik 

yang lebih dominan dibandingkan laki-laki, atau perempuan dari kelas sosial 

tertentu lebih kuat dan bekerja lebih keras dibanding laki-laki dari kelas lain. 

Oleh karena itu, segala sifat atau peran yang bisa berubah dan saling 

dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial dan budaya 

inilah yang disebut dengan konsep gender.42 

  Menurut Mansour Fakih adalah suatu kondisi di mana laki-laki dan 

perempuan diperlakukan secara adil sesuai dengan kebutuhan, peran, dan 

kontribusinya masing-masing, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. 

Ini tidak berarti perlakuan yang sama secara mutlak (equality), tetapi lebih pada 

pemberian akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama rata terhadap 

 
42Fakih, Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial, 9. 
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sumber daya dan kesempatan (equity). Dalam bukunya Analisis Gender dan 

Transformasi Sosial, Mansour Fakih menekankan bahwa keadilan gender 

dicapai ketika: 1) Tidak ada subordinasi antara laki-laki dan perempuan, 2) 

Tidak ada stereotip yang membatasi peran mereka, 3) Tidak terjadi 

marginalisasi, beban ganda, atau kekerasan berbasis gender. 

     Artinya, keadilan gender mengakui bahwa laki-laki dan perempuan 

memiliki peran dan pengalaman berbeda, dan kebijakan atau sistem sosial harus 

memperhitungkan perbedaan ini untuk menciptakan kesetaraan yang 

substansial.43 

     2. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender 

         a. Marginalisasi 

      Proses peminggiran yang menyebabkan kemiskinan, dan sering kali 

dialami perempuan akibat konstruksi gender. Marginalisasi bisa muncul dari 

kebijakan negara, tafsir agama, adat istiadat, atau asumsi dalam ilmu 

pengetahuan yang tidak berpihak pada perempuan. Contohnya, program 

revolusi hijau telah menggantikan alat panen tradisional yang biasa 

digunakan perempuan, sehingga menghilangkan peran mereka dalam 

pekerjaan pertanian. Selain dalam sektor ekonomi, marginalisasi juga terjadi 

dalam rumah tangga, di mana perempuan sering kali mengalami diskriminasi 

 
43Fakih, Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial, 160-161. 
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dibandingkan laki-laki, misalnya dalam pembagian hak waris atau 

pengambilan keputusan. Proses ini menunjukkan bahwa pemiskinan dan 

penyingkiran terhadap perempuan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga 

kultural.44 

  b. Subordinasi 

      Merujuk pada anggapan bahwa perempuan berada pada posisi yang 

lebih rendah dari laki-laki, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam 

sistem sosial yang lebih luas. Pandangan gender yang tidak adil sering 

melahirkan stereotip bahwa perempuan bersifat emosional atau irasional, 

sehingga dianggap tidak layak memimpin atau mengambil keputusan 

penting. Akibatnya, perempuan ditempatkan dalam peran-peran yang 

dianggap kurang strategis. Praktik subordinasi ini muncul dalam berbagai 

bentuk, misalnya anggapan bahwa perempuan tidak perlu menempuh 

pendidikan tinggi, atau aturan yang membatasi mobilitas perempuan, seperti 

keharusan memperoleh izin suami untuk studi ke luar negeri. Dalam 

keluarga, prioritas pendidikan juga lebih sering diberikan kepada anak laki-

laki ketika sumber daya terbatas. Semua contoh ini menunjukkan bahwa 

subordinasi gender tidak hanya bersifat personal, tetapi juga dilembagakan 

dalam kebijakan dan norma sosial.45 

 
44Fakih, Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial, 14-15. 
45Fakih, Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial, 16. 
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c. Stereotipe 

     Bentuk pelabelan terhadap kelompok tertentu yang berdampak merugikan 

dan menciptakan ketidakadilan, termasuk terhadap perempuan. Dalam konteks 

gender, stereotipe muncul dari asumsi yang dilekatkan secara kultural, seperti 

anggapan bahwa perempuan bersolek untuk menarik perhatian laki-laki. 

Akibatnya, ketika terjadi pelecehan atau kekerasan seksual, perempuan kerap 

disalahkan atas penampilannya. Selain itu, masyarakat sering menganggap 

bahwa peran utama perempuan adalah melayani suami, sehingga pendidikan 

perempuan dianggap tidak terlalu penting. Stereotipe seperti ini tidak hanya 

hidup dalam budaya masyarakat, tetapi juga tercermin dalam kebijakan 

pemerintah dan aturan agama yang memperkuat ketimpangan gender.46 

        d. Kekerasan Berbasis Gender 

        Bentuk serangan fisik maupun psikologis yang dialami seseorang akibat 

ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. 

Kekerasan ini muncul karena adanya anggapan dan perlakuan diskriminatif 

terhadap perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan gender sangat beragam, mulai 

dari pemerkosaan termasuk dalam pernikahan yang sering tidak diakui karena 

korban merasa takut atau tertekan, hingga kekerasan dalam rumah tangga dan 

penyiksaan anak. Selain itu, terdapat kekerasan terhadap tubuh perempuan 

 
46Fakih, Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial, 17. 
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seperti mutilasi genital (penyunatan), yang dilakukan atas dasar kontrol budaya 

terhadap seksualitas perempuan. Kekerasan juga terjadi dalam bentuk 

pelacuran dan pornografi, dimana perempuan dijadikan objek eksploitasi 

ekonomi dan seksual. Bahkan program Keluarga Berencana kadang menjadi 

sarana pemaksaan sterilisasi terhadap perempuan demi target populasi. 

Kekerasan lainnya adalah pelecehan seksual, baik fisik maupun verbal, seperti 

menyentuh tanpa izin, lelucon vulgar, atau meminta imbalan seksual sebagai 

syarat pekerjaan. Semua bentuk ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap 

perempuan tidak hanya terjadi di ruang privat, tetapi juga dalam ruang publik 

dan struktural yang lebih luas.47 

e. Beban Kerja Ganda 

       Merupakan bentuk ketidakadilan gender yang timbul dari anggapan bahwa 

perempuan secara alami bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, seperti 

mengurus rumah, memasak, mencuci, hingga merawat anak. Dalam 

masyarakat, peran ini dianggap sebagai bagian dari kodrat perempuan, 

sedangkan laki-laki tidak dibebani kewajiban serupa. Hal ini menyebabkan 

banyak perempuan harus memikul dua peran sekaligus pekerjaan domestik dan 

pekerjaan public terutama di kalangan perempuan kelas bawah. 

 
47Fakih, Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial, 18-22. 
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            Pekerjaan rumah tangga sering kali tidak diakui sebagai pekerjaan produktif 

dan tidak tercatat dalam statistik ekonomi negara. Pandangan ini diperkuat sejak 

masa sosialisasi awal, di mana perempuan dididik untuk menekuni peran 

domestik, sedangkan laki-laki diarahkan pada pekerjaan yang dinilai lebih 

tinggi secara sosial dan ekonomi. Di kalangan kelas menengah dan atas, 

pekerjaan domestik kerap dialihkan kepada pembantu rumah tangga, yang pada 

dasarnya juga menjadi korban ketidakadilan gender. Mereka bekerja dalam 

kondisi tidak terlindungi, tanpa jaminan hukum yang memadai. Secara 

keseluruhan, beban kerja perempuan ini dilanggengkan oleh norma budaya, 

tafsir agama, dan kebijakan negara, sehingga ketidakadilan gender terjadi 

secara sistematis dari tingkat rumah tangga hingga struktur global.48  

Indikator keadilan gender dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori 

ketidakadilan gender yang dikemukakan oleh Mansour Fakih dalam bukunya Analisis 

Gender dan Transformasi Sosial (2008). Dalam karyanya, Fakih menjelaskan berbagai 

bentuk manifestasi ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, 

kekerasan, beban kerja berlebih, serta sosialisasi peran gender. Meskipun tidak secara 

eksplisit mengklasifikasikan dalam bentuk “indikator keadilan gender”, konsep-konsep 

tersebut dapat diturunkan menjadi indikator analisis yang lebih aplikatif, seperti:  

1) akses terhadap sumber daya ekonomi dan informasi yaitu mengukur sejauh mana 

perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh, 

 
48Fakih, Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial,  22-25. 
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mengelola, dan menggunakan sumber daya ekonomi, pendidikan, hukum, serta 

informasi yang memengaruhi kemandirian dan pengambilan keputusan mereka, 

2) partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu menunjukkan keterlibatan aktif dan 

sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, 

baik di ranah domestik (rumah tangga) maupun publik, termasuk hak untuk 

menyuarakan pendapat dan menentukan arah kebijakan bersama,  

3) kontrol terhadap aset rumah tangga yaitu mengacu pada kemampuan dan 

kewenangan seseorang dalam mengatur, menggunakan, atau mengambil 

keputusan atas aset atau harta bersama, termasuk kepemilikan formal maupun 

kontrol fungsional dalam kehidupan sehari-hari,  

4) distribusi manfaat dari harta Bersama yaitu melihat sejauh mana pembagian hasil 

atau keuntungan dari harta bersama diberikan secara adil kepada kedua pihak, 

termasuk mempertimbangkan kontribusi non-material seperti kerja domestik 

atau dukungan emosional,  

5) pengakuan terhadap kontribusi domestic yaitu mengacu pada penghargaan 

terhadap pekerjaan rumah tangga dan peran pengasuhan yang sering kali tidak 

dibayar, tetapi menjadi bagian penting dari keberlangsungan keluarga dan 

ekonomi rumah tangga secara keseluruhan,  

6)  kesadaran terhadap ketimpangan yang telah dinormalisasi oleh sistem hukum dan 

social yaitu merujuk pada bias struktural yang membuat ketidakadilan gender 
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terlihat wajar, seperti pembagian peran yang tidak setara, hukum yang hanya 

mengakui kontribusi finansial, atau budaya yang menempatkan perempuan 

dalam posisi subordinat. 

Dengan pendekatan ini, penelitian mengacu pada kerangka berpikir Mansour 

Fakih, namun juga mengembangkan indikator analitis yang kontekstual sesuai 

kebutuhan kajian hukum keluarga dan keadilan substantif dalam pembagian harta 

bersama 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Putusan Perkara No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr 

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama 

Jember dengan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, yang merupakan perkara gugatan 

pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian antara Penggugat dan 

Tergugat. Perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: Ketua Majelis: 

Drs.Anwar, S.H., M.H.ES, Hakim Anggota: Drs. H. Umar Jaya,S.H M.H., Hakim 

Anggota: Dra Hj. Yulianor dengan bantuan Panitera Pengganti: Abdul Qodir, S.H.I. 

Perkara ini bermula dari gugatan Penggugat (seorang Tenaga Kerja 

Indonesia/TKW di Hongkong) terhadap Tergugat (mantan suaminya) terkait 

pembagian harta bersama (gono-gini) setelah perceraian mereka yang telah sah 

berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4167/Pdt.G/2024/PA.Jr 

tanggal 11 September 2024 dan telah diterbitkan akta cerai pada 8 Oktober 2024.49 

Selama 19 tahun pernikahan tanpa anak, keduanya memperoleh sejumlah aset 

bersama yang mencakup 21 objek sengketa, di antaranya sebidang tanah dan 

bangunan di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, beberapa 

kendaraan (mobil dan motor), perabotan rumah tangga (meja, kursi, lemari, bufet, 

kulkas, televisi, mesin cuci), serta perlengkapan rumah lainnya.50 

 
49Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 2 
50 Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 2 
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Penggugat menuntut agar 21 objek harta tersebut dibagi dengan rasio 80% 

untuk Penggugat dan 20% untuk Tergugat atas dasar kontribusi dominan dari hasil 

kerja Penggugat sebagai TKW di luar negeri. Selain itu, Penggugat juga memohon 

kepada pengadilan agar diletakkan sita jaminan atas seluruh objek sengketa, serta 

meminta agar penguasaan sepihak oleh Tergugat dinyatakan melawan hukum, 

dengan permohonan adanya eksekusi jika pembagian secara natura tidak dapat 

dilakukan.51 

Sebaliknya, Tergugat mengakui bahwa sebagian besar objek sengketa memang 

merupakan harta bersama, kecuali satu unit mobil Hyundai Atoz yang menurutnya 

adalah milik orang tuanya. Tergugat juga menambahkan dua objek baru (objek ke-

22 dan ke-23) berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Malang yang menurutnya 

dibeli oleh Penggugat selama masih dalam ikatan pernikahan dan tidak dicantumkan 

dalam gugatan konvensi.52 

Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi, meminta agar dua aset tersebut juga 

ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi rata 50:50 sebagaimana prinsip umum 

dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Tergugat menolak pembagian 80:20 

yang diajukan Penggugat dengan alasan bahwa banyak aset diperoleh secara 

bersama-sama, dan sebagian lainnya dibeli oleh Tergugat sendiri atau dengan 

bantuan keluarganya.53 

 
51 Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 4 
52 Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 4 
53 Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 5 
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Dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan 

Penggugat dan sebagian gugatan rekonvensi Tergugat. Objek harta bersama 

ditetapkan meliputi 21 objek dari gugatan konvensi (kecuali mobil Hyundai Atoz 

yang tidak diakui sebagai harta bersama) dan 2 objek tambahan dari gugatan 

rekonvensi. 

Objek sengketa dalam perkara ini adalah: 

1. Tanah beserta bangunan di desa tegal sari kecamatan ambulu Kabupaten 

Jember Persil nomor 21, blok 10, luas 399 m², tercatat dalam Akta Jual Beli  

(AJB) No 1458/JB/ABL.XII/2005 diterbitkan oleh PPAT/Camat  

Ambulu atas nama Gaguk Hariyanto, dengan batas-batas tanah:   

Utara  : tanah H. Rohmat  

Timur : Tanah H. Barimin P. Munif  

Selatan : Jalan   

Barat  : Tanah Imam Daroji / B. Bermi  

2. Kendaraan roda empat Merek Hyundai Atoz Nomor polisi P 1857 KG 

warna silver, 

3.  Kendaraan roda dua berupa Sepeda Motor Merek Honda CRF warna 

Merah kolaborasi Putih, 

4.  Sepeda Jengki warna merah, 

5. Sepeda Merek Federal warna Hijau Hitam,  

6. Sepeda Unta warna Hitam,  

7. Satu set meja dan kursi ruang tamu (sofa),  
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8. Satu set meja dan kursi ruang tamu berbahan kayu warna abu abu ; 

9.  Lemari besar (Bufet Kaca) berbentuk “L” warna coklat,  

10. Lemari besar (Bufet) 4 pintu warna coklat,  

11.   Bufet tempat televisi 4 pintu, 

12.  Televisi ukuran 21 Inci warna hitam,  

13.  Lemari Bufet kecil 2 pintu warna coklat, 

14.  Bufet Kerja warna hitam,  

15. Lemari baju berbahan kayu warna coklat, 

16.  Lemari baju berbahan kayu 3 pintu warna coklat, 

17.  Ranjang (tempat tidur) 160 cm x 200 cm warna coklat beserta 

springbednya, 

18. Springbed ukuran 140 cm x 200 cm warna putih, 

19. Kulkas satu pintu warna silver, 

20.  Mesin cuci merek,   

21. satu set Meja makan (1 meja dan 4 kursi) warna coklat. 54 

Hal yang telah disebutkan diatas adalah harta bersama antara Penggugat dan 

Tergugat yang sampai saat ini belum dibagi. 

Setelah diperikasa seluruh objek sengketa yang di ajukan penggugat tidak semuanya 

merupakan objek sengeketa,objek sengketa nomor dua merupakan harta bawaan yang 

berupa kendaraan roda berupa mobil Merek Hyundai Atoz Nomor polisi P 1857 KG 

 
54Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 9. 
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warna silver.55 Tergugat membenarkan jika penggugat berkerja sebagai tenaga kerja 

wanita di Hongkong akan tetapi tergugat membantah jika hasil dari kerja penggugat 

sebagai tenaga kerja wanita di Hongkong dikirim ke Indonesia untukmembeli asset 

yang dinyatakan sebagai objek sengketa dikarenakan objek sengketa yang pertama 

berupa tanah berserta bangunannya dalam proses pembangunannya di lakukan dengan 

membeli tanah secara bersama-sama antara penggugatdan tergugat kemudian ketika 

pembagunan rumah biaya tidak hanya di tanggung oleh penggugat akan tetapi terdapat 

andil oleh tergugat dan orang tua tergugat.56  

Ojek sengketa Nomor tiga berupa sepeda motor merek Honda CRF warna merah 

kolaborasi putih dibeli atas kemauan penggugat,penggugat membayarkan uang muka 

dan cicilan satu sampai empat terakhir dibayarkan oleh tergugat. 

Objek sengketa 6,7,,9,11,13,15,18,19,20,21 merupakan barang yang di beli oleh 

tergugat sedangkan objek sengketa 4,5,8,10,12,14,16,17 merupakan barang yang di 

beli oleh penggugat.tergugat tidak pernah memita kepada penggugat untuk 

mengirimkan uang hasil kerja penggugat kepada tergugat karena sebenarnya tergugat 

juga memilik pengahasilan.sebelum menikah sampai 2007 tergugat mendapatkan 

pengahasilan dari usaha  bengkel yang dikelolah sendiri,pada 2008 tergugat bealih 

profesi menjadi marketing di bank bukopin KCP Ambulu sampai 2018 karena wabah 

 
55Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 11. 
56Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 12. 



48 
 
 

 
 

covid-19,setelah itu penghasilan tergugat berasal dari usaha jual elpiji dan sebagai 

pengurus organisasi di partai nasional demokrat dengan penghasila rata-rata juta.57 

Setelah diselidiki selama berkerja sebagai tenaga kerja wanita penggugat 

mengirimkan uang diperuntukan anak bawaan penggugat dan orang tua tergugat di 

malang untuk di belikan asset berupa tanah perkarangan.dengan demikian tergugat 

memohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan tergugat di karenakan 

sebelumnya sudah tergugat sudah membicarakan pembagian harta gono-gini dengan 

penggugat dan keluarga penggugat  dengan dibagi dua secara merata akan tetapi 

pengugat berubah kembali kesepakatannya hingga putusan ini di tetapkan.58 

Berdasarkan pertimbangan yang dijelaskan dalam perkara Nomor 5654/Pdt.G/PA.Jr 

majelis hakim mengadili sebagai berikut : 

1.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian 

2. Menetapkan  bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan  

 telah memperoleh harta bersama (gono-gini), yang berupa benda bergerak  

dan benda tidak bergerak/tetap dan bangunan yang seluruhnya dikuasai  

oleh Tergugat adalah sebagai berikut ; 

a.  Tanah beserta bangunan di desa tegal sari kecamatan ambulu 

Kabupaten Jember Persil nomor 21, blok 10, luas 399 m², tercatat dalam 

 
57Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 13. 
58 Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 13 
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Akta Jual Beli (AJB) No 1458/JB/ABL.XII/2005 diterbitkan oleh 

PPAT/Camat  

Ambulu atas nama Gaguk Hariyanto, dengan batas-batas tanah:   

Utara  : tanah H. Rohmat  

Timur : Tanah H. Barimin P. Munif  

Selatan : Jalan   

Barat  : Tanah Imam Daroji / B. Bermi  

b.  Sepeda Jengki warna merah, 

c. Sepeda Merek Federal warna Hijau Hitam,  

d. Satu set meja dan kursi ruang tamu (sofa),  

e. Satu set meja dan kursi ruang tamu berbahan kayu warna abu abu ; 

f.  Lemari besar (Bufet Kaca) berbentuk “L” warna coklat,  

g. Lemari besar (Bufet) 4 pintu warna coklat,  

h.   Bufet tempat televisi 4 pintu, 

i.  Televisi ukuran 21 Inci warna hitam,  

j.  Lemari Bufet kecil 2 pintu warna coklat, 

k.  Bufet Kerja warna hitam,  

l. Lemari baju berbahan kayu warna coklat, 

m.  Lemari baju berbahan kayu 3 pintu warna coklat, 

n.  Ranjang (tempat tidur) 160 cm x 200 cm warna coklat beserta 

springbednya, 

o. Springbed ukuran 140 cm x 200 cm warna putih, 
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p. Kulkas satu pintu warna silver merk polytron, 

q.  Mesin cuci merek LG,  

r. satu set Meja makan (1 meja dan 4 kursi) warna coklat. 59 

3. Menetapkan  bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat 

65 % untuk Penggugat dan 35 % untuk Tergugat  atas harta bersama (gono-

gini) sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 (dua) tersebut di atas;  

4. Menghukum Tergugat untuk  menyerahkan kepada pihak Penggugat sebesar 

65 %  bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 

tersebut di atas. Apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dapat 

diserahkan berdasarkan nilainya ;   

5. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan  

selebihnya dan membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat dalam 

Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan 

sebesar Rp1.749.000,00 (satu  juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu 

rupiah) 

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa 

tanggal 20 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa’dah   1446  Hijriyah 

oleh kami Drs. Anwar, S.H.M.H.ES sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Umar Jaya, S.H, 

M.H.  dan Dra Hj. Yuliannor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh 

 
59Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 83. 
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Abdul Qodir, S.H.I  sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak 

melalui Sistem Informasi pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa  Penggugat dalam 

Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Kuasa  Tergugat dalam 

Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara elektronik. 

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Pembagian Harta Gono-Gini 

Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr Perspektif KHI dan UUP 

  Perkara Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr merupakan gugatan pembagian harta 

bersama pasca perceraian yang diajukan oleh seorang istri (Penggugat) terhadap 

mantan suaminya (Tergugat) di Pengadilan Agama Jember. Dalam perkara ini, 

Penggugat merupakan pekerja migran (TKI) yang selama bertahun-tahun bekerja di 

Hongkong,60 sementara Tergugat menetap di Indonesia. Keduanya telah resmi 

bercerai melalui putusan sebelumnya, dan perkara ini dilanjutkan untuk 

menyelesaikan pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. 

Selama masa perkawinan yang berlangsung selama ±19 tahun tanpa anak, para 

pihak mengakumulasi sejumlah harta, baik berupa benda tidak bergerak seperti 

tanah dan rumah, maupun benda bergerak seperti kendaraan, perabot rumah tangga, 

dan perlengkapan elektronik. Dalam gugatan konvensi, Penggugat mengajukan 21 

objek harta yang dianggap sebagai harta bersama dan meminta pembagian sebesar 

 
60Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 53. 
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80% untuk dirinya dan 20% untuk Tergugat, dengan dalih bahwa sumber 

pembiayaan seluruh aset tersebut berasal dari jerih payahnya sebagai TKI.61 

Dalam putusan ini majelis hakim menimbang bahwa dalam pasal 35 ayat (1) 

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa ; Harta benda 

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama ; Harta bawaan 

dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing 

sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing 

sipenerima para pihak tidak menentukan lain.62 

Pertimbangan majelis hakim lain nya mengacu pada pasal 1 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Harta Kekayaan dalam perkawinan atau 

Syirkah adalah  harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri 

selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta 

bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Pertimbangan 

majelis hakim terakhir mengacu pada pasal 87 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum 

Islam terdapat abstrak hukum bahwa harta yang diperoleh melalui hibah, warisan, 

hadiah, sodaqoh adalah termasuk harta bawaan/asal63 

 
61Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 74. 
62Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 66. 
63 Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 66. 
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Majelis hakim membenbankan kepada pihak penggugat untuk membuktikan 

kebenaran gugatannya atas harta gono-gini sesuai pasal 163 HIR dan membebankan 

kepada pihak tergugat untuk membuktikan sanggahan nya tentang harta gono-gini 

Pihak penggugat membuktikan kebenaran objek sengketa nomor satu dengan 

menunjukan print out foto kendaraan roda empat berupa mobil Merek Hyundai Atoz 

Nomor Polisi P 1857 KG,fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil 

Hyundai Atoz tahun 2005 Nomor Polisis P 1857 KG atas nama Gaguk Hariyanto 

(Tergugat), selain itu Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Ny. 

Soeparmi binti Suparman, M. Khobir bin Supatemo dan Saneto bin Selamet, 

masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pembelian 

mobil merek Hyundai Atoz tahun 2005 nomor Polisi P 1857 KG menggunakan 

dana/uang dari ibu Tergugat (Ny. Soeparmi binti Suparman) dari hasil penjualan 

tanah warisan di Madiun, pembelian dilakukan dengan pembayaran tunai di 

Bondowoso. Keterangan mana satu sama lain saling mendukung dan bersesuaian 

dengan alat bukti maka  keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan 

pembuktian dalam perkara ini. Oleh karena itu maka objek sengketa berupa 

kendaraan roda empat berupa mobil Merek Hyundai Atoz Nomor Polisi P 1857 KG 

tidak dapat dikabulkan karena objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan.64 

 Kemudian mejelis hakim menimbang objek sengketa berupa  Kendaraan roda 

dua Sepeda Motor Merek Honda CRF warna Merah kolaborasi Putih dan sepeda 

 
64Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 70. 
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Unta warna hitam telah diakui oleh Tergugat, namun pengakuan Tergugat tentang 

kendaraan roda dua Sepeda Motor Merek Honda CRF tersebut juga tidak disertai 

dengan identitas yang jelas, demikian juga pada saat majelis melakukan 

Pemeriksaan Setempat pada tanggal 14 April 2025 majelis tidak menemukan objek 

sengketa angka 3 dan objek sengketa angka 6, maka majelis berpendapat bahwa 

gugatan Penggugat  terhadap objek sengketa angka 3 tersebut tidak jelas/kabur 

(obscure libel), oleh karena itu gugatan terhadap objek sengketa 3  dan objek 

sengketa 6 dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelikj Verklaard). 

 Setelah melakukan pembuktian objek gugatan majelis hakim menetapkan objek 

sengketa pada perkara putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr yang berupa benda 

bergerak dan tidak bergerak yaitu65: 

1. Tanah beserta bangunan di desa tegal sari kecamatan ambulu Kabupaten 

Jember Persil nomor 21, blok 10, luas 399 m², tercatat dalam Akta Jual Beli  

(AJB) No 1458/JB/ABL.XII/2005 diterbitkan oleh PPAT/Camat  

Ambulu atas nama Gaguk Hariyanto, dengan batas-batas tanah:   

Utara  : tanah H. Rohmat  

Timur : Tanah H. Barimin P. Munif  

Selatan : Jalan   

Barat  : Tanah Imam Daroji / B. Bermi  

2.  Sepeda Jengki warna merah, 

 
65Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 71. 
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3. Sepeda Merek Federal warna Hijau Hitam,  

4. Sepeda Unta warna Hitam,  

5. Satu set meja dan kursi ruang tamu (sofa),  

6. Satu set meja dan kursi ruang tamu berbahan kayu warna abu abu ; 

7.  Lemari besar (Bufet Kaca) berbentuk “L” warna coklat,66  

8. Lemari besar (Bufet) 4 pintu warna coklat,  

9.   Bufet tempat televisi 4 pintu, 

10.  Televisi ukuran 21 Inci warna hitam,  

11.  Lemari Bufet kecil 2 pintu warna coklat, 

12.  Bufet Kerja warna hitam,  

13. Lemari baju berbahan kayu warna coklat, 

14.  Lemari baju berbahan kayu 3 pintu warna coklat, 

15.  Ranjang (tempat tidur) 160 cm x 200 cm warna coklat beserta springbednya, 

16. Springbed ukuran 140 cm x 200 cm warna putih, 

17. Kulkas satu pintu warna silver, 

18.  Mesin cuci, 

19. satu set Meja makan (1 meja dan 4 kursi) warna coklat. 67 

Penggugat mengajukan pembagian harta bersama dengan pembagian 80:20 

dikarenakan penggugat merasa berkontribusi dikarenakan penggugat merasa 

 
66Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 72. 
67Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 73. 
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dominan dalam berkerja dan memeroleh harta tersebut bahkan sebelum menikah 

penggugat sudah berkerja diluar negeri dengan menjadi tenaga kerja wanita di 

Hongkong dan hasil kerjanya di kirimkan ke Indonesia.akan tetapi tergugat 

keberatan dengan tuntutan penggugat karena tergugat berdalih bahwa tergugat tidak 

meminta kepada penggugat untuk mengirim hasil kerja penggugat kepada 

tergugat,tergugat memiliki pengahasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. 

Penghasilan tergugat ketika sebelum menikah berasal dari bengkel yang 

dikelolah sendiri oleh tergugat sampai 2007 kemudian pada 2008 penggugat bekerja 

sebagai marketing di bank bukopin KCP Ambulu sampai 2018 dikarenakan wabah 

covid-19,kemudian tergugat pendapatkan pengasilan dari usaha jualan gas elpiji dan 

sebagai pengurus organisasi di partai nasional demokrat dengan penghasilan rata-

rata per bulannya sebesar tiga juta rupiah.68 

Berdasarkan KHI pasal 97 maka masing-masing tergugat berhak mendapatkan 

separuh dari harta bersama (harta gono-gini), akan tetapi penggugat memohon untuk 

pembagian harta bersama bagi dengan pembagina 80:20, 80 bagian untuk penggugat 

dan sisanya untuk tergugat hal tersebut berdasarkan Yurispudensi  Mahkamah 

Agung Nomor :266 K/AG/2010 yang mana salah satu kaidah hukumnya adalah:  

 
68Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 75. 
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“Menyatakan istri mendapatkan ¾ bagian dari harta bersama, karena harta bersama 

tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan 

istri selama 11 tahun”. 

 Dengan dalil-dalil di atas mejelis hakim memutuskan untuk mengabulkan 

sebagian gugatan penggugat dan menetapkan harta gono-gini benda bergerak dan 

benda tak bergerak yaitu : 

1. Tanah beserta bangunan di desa tegal sari kecamatan ambulu Kabupaten 

Jember Persil nomor 21, blok 10, luas 399 m², tercatat dalam Akta Jual 

Beli (AJB) No 1458/JB/ABL.XII/2005 diterbitkan oleh PPAT/Camat  

Ambulu atas nama Gaguk Hariyanto, dengan batas-batas tanah:   

Utara  : tanah H. Rohmat  

Timur : Tanah H. Barimin P. Munif  

Selatan : Jalan   

Barat  : Tanah Imam Daroji / B. Bermi  

2.  Sepeda Jengki warna merah, 

3. Sepeda Merek Federal warna Hijau Hitam,  

4. Satu set meja dan kursi ruang tamu (sofa),  

5. Satu set meja dan kursi ruang tamu berbahan kayu warna abu abu, 

6.  Lemari besar (Bufet Kaca) berbentuk “L” warna coklat,  

7. Lemari besar (Bufet) 4 pintu warna coklat,  

8.   Bufet tempat televisi 4 pintu, 
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9.  Televisi ukuran 21 Inci warna hitam,  

10.  Lemari Bufet kecil 2 pintu warna coklat, 

11.  Bufet Kerja warna hitam,  

12. Lemari baju berbahan kayu warna coklat, 

13.  Lemari baju berbahan kayu 3 pintu warna coklat, 

14.  Ranjang (tempat tidur) 160 cm x 200 cm warna coklat beserta spring, 

bednya, 

15. Springbed ukuran 140 cm x 200 cm warna putih, 

16. Kulkas satu pintu warna silver merk polytron, 

17.  Mesin cuci merek LG,  

18. satu set Meja makan (1 meja dan 4 kursi) warna coklat. 69 

Menurut undang-undang perkawinan pasal 37 bahwa pembagian harta bersama diatur 

menurut hukum masing-masing, hal tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum tetapi 

di sisi yang lain adanya pasal tersebut membuka ruang bagi hakim untuk malakukan 

ijtihad dengan melihat realita dilapangan sehingga dalam putusan ini menurut peneliti 

hakim telah melakukan satu kebenaran dengan melihat realitas yang ada bahwa 

perempuan lebih memiliki kontribusi dalam hal finansial sedangkan sisi lain terdapat 

pasal yang memberikan kepastian hukum dalam pembagian harta bersama dalam KHI 

pasal 97 50:50 dengan catatan masing-masing pihak melakukan tugasnya yang tertera 

 
69Putusan No.5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, 83. 
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dalam KHI pasal 80 bagi suami, dan khi pasal 83 bagi istri.70 Dalam kasus ini Tergugat 

yaitu mantan suami penggugat dinilai mampu untuk menjalankan tugas pokoknya akan 

tetapi pihak Penggugat merasa kurang sehingga Penggugat berkerja sebagai TKW di 

Hongkong, dalam hal ini hakim tidak selaras dengan pembagian harta bersama sesuai 

KHI pasal 97 yaitu 50:50 dikarenakan suami sudah melakukan tugasnya dengan benar 

begitupun istri mengambil salah satu tugas suami dan mengganti tugasnya sebagai 

pelaksana urusan rumah tangga.71 

C. Analisis Keadilan Gender Mansour Fakih Atas Putusan No.5456/Pdt.G/2024/PA.Jr 

      Untuk menilai apakah pembagian harta bersama dalam putusan ini mencerminkan 

keadilan, tidak cukup hanya meninjau dari sisi hukum positif, tetapi juga harus dianalisis 

dari perspektif keadilan substantif, salah satunya melalui pendekatan keadilan gender 

sebagaimana dikembangkan oleh Mansour Fakih. 

Menurut Fakih, keadilan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan 

memperoleh perlakuan adil sesuai peran, tanggung jawab, serta kontribusinya masing-

masing dalam struktur sosial. Keadilan gender tidak berarti persamaan mutlak, 

melainkan kesetaraan yang mempertimbangkan perbedaan dan konteks sosial kultural. 

 
70Abd.Rouf, Mufidah Ch, dan Zaenul Mahmudi, “Joint Property Division in Indonesia: A Gender 

Equality Viewpoint,” De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, no.2(2023): 247 
http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23050 http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah  
71Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf 

http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23050
http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah
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Keadilan gender terwujud apabila setiap individu, tanpa melihat jenis kelaminnya, 

memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara terhadap sumber daya. 

Dalam kasus ini, keadilan gender diuji pada bagaimana pengadilan mengakui 

kontribusi istri terhadap harta bersama. Jika kontribusi tersebut hanya diukur 

berdasarkan finansial atau penghasilan, maka terjadi pengabaian terhadap dimensi kerja 

domestik yang tidak bernilai ekonomi, namun secara nyata menopang rumah tangga. 

Misalnya, istri yang menjaga rumah, mengelola aset selama suami di luar negeri, 

merawat keluarga besar, atau mendukung secara psikologis semuanya adalah bentuk 

kontribusi yang meski tidak terlihat dalam angka, namun berdampak besar dalam 

kehidupan perkawinan. 

Jika dilihat dari enam indikator keadilan gender menurut Mansour Fakih: 

1. Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi dan Informasi: Tergugat maupun 

penggugat memiliki akses ekonomi yang setara karena terdapat kewajiban satu 

sama lain yang tidak terpenuhi. Dalam teori keadilan gender, akses merupakan 

fondasi utama untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan dan peluang 

terdistribusi dalam masyarakat, termasuk dalam relasi rumah tangga. Menurut 

Mansour Fakih, akses merujuk pada kesempatan untuk memperoleh dan 

memanfaatkan sumber daya baik ekonomi, pendidikan, informasi, maupun 

sosial yang secara langsung mempengaruhi kemandirian individu dalam 

mengambil keputusan dan menentukan nasibnya. 
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     Dalam konteks putusan No. 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, Penggugat memiliki 

akses yang luas terhadap sumber daya ekonomi karena statusnya sebagai Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Ia bekerja secara mandiri, menghasilkan 

pendapatan sendiri, dan mentransfer dana ke Indonesia untuk membangun 

rumah, membeli kendaraan, dan melengkapi isi rumah tangga. Dengan 

demikian, ia memiliki akses langsung terhadap modal finansial dan kontrol atas 

transaksi yang berkaitan dengan harta bersama. 

     Sebaliknya, Tergugat, yang tinggal di Indonesia dan tidak memiliki sumber 

penghasilan tetap yang terverifikasi secara hukum dalam persidangan, berada 

dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi. Aksesnya terhadap informasi 

keuangan, kendali atas aset, dan keputusan ekonomi keluarga tampaknya 

terbatas. Dalam banyak rumah tangga, struktur relasi ini tidak jarang terjadi, di 

mana satu pihak (sering kali istri) memiliki akses terbatas karena keterbatasan 

ekonomi, pendidikan, atau pembagian peran tradisional. Fakih menyatakan 

bahwa ketimpangan akses inilah yang menjadi akar awal ketidakadilan gender, 

karena ia menciptakan ketergantungan struktural yang menyulitkan satu pihak 

untuk memperjuangkan haknya secara adil. 

      Lebih lanjut, dalam konteks gender, akses bukan hanya tentang kesempatan 

memperoleh pekerjaan, tetapi juga menyangkut relasi kekuasaan terhadap 

informasi, sumber daya ekonomi, dan keleluasaan membuat keputusan. Dalam 

masyarakat patriarkal, akses perempuan terhadap informasi hukum dan 

keuangan sering kali terhambat karena pengetahuan yang tidak merata, 
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keterbatasan pendidikan hukum, dan dominasi peran suami dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Mansour Fakih menyebutkan bahwa dalam proses 

pembangunan atau kebijakan publik, “pemiskinan atas satu jenis kelamin 

tertentu, dalam hal ini perempuan, sering kali disebabkan oleh gender”, seperti 

dalam kasus penggusuran, eksploitasi, atau peran domestik yang tidak dianggap 

bernilai ekonomi.72 Jika pengadilan tidak mempertimbangkan faktor ini secara 

serius, maka putusan yang diambil akan memperkuat ketimpangan yang sudah 

ada alih-alih mengoreksi ketidakadilan struktural tersebut. 

2.  Partisipasi: Tidak ada pengakuan formal bahwa istri terlibat dalam pengelolaan 

atau pengambilan keputusan atas harta yang dibeli dari hasil kerja suami. 

Partisipasi dalam teori keadilan gender tidak hanya merujuk pada keikutsertaan 

formal dalam sebuah proses, tetapi juga pada sejauh mana individu diberi ruang, 

suara, dan legitimasi untuk turut serta dalam pengambilan keputusan, baik dalam 

skala mikro seperti rumah tangga, maupun dalam ranah publik seperti 

masyarakat atau negara. Mansour Fakih menjelaskan bahwa perempuan kerap 

dikesampingkan dari peran-peran strategis karena dianggap tidak rasional atau 

terlalu emosional, sehingga tidak layak memimpin atau mengambil keputusan 

penting.73 Hal ini mencerminkan ketidakadilan struktural yang membuat 

perempuan kehilangan ruang untuk memengaruhi jalannya rumah tangga, 

termasuk dalam aspek ekonomi seperti pembagian harta bersama.     Dalam 

 
72Fakih, Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial, 14. 
73Fakih, Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial, 15. 



63 
 
 

 
 

kasus ini, tidak ada indikasi bahwa Tergugat dilibatkan secara aktif dalam 

pengambilan keputusan ekonomi selama masa perkawinan. Ketidakhadiran 

bukti tentang partisipasi dalam pemilihan, pembelian, atau pengelolaan harta 

bersama menunjukkan bahwa peran Tergugat mungkin lebih pasif atau tidak 

mendapat ruang yang cukup untuk berpartisipasi setara. Keadaan ini bisa jadi 

bukan karena kemauan pribadi, melainkan karena struktur relasi rumah tangga 

yang tidak memungkinkan keterlibatan aktif, baik secara budaya maupun 

ekonomi. 

     Sebaliknya, posisi Penggugat yang dominan dalam aspek ekonomi justru 

mengukuhkan model relasi yang timpang dari arah sebaliknya. Artinya, 

ketimpangan partisipasi tidak selalu berpihak kepada laki-laki dalam rumah 

tangga. Dalam kasus ini, suami (Tergugat) berada pada posisi subordinat karena 

tidak memiliki akses, kontrol, maupun peran dalam pengambilan keputusan 

keuangan. 

     Namun demikian, dari perspektif keadilan gender, perubahan dominasi tidak 

berarti hilangnya ketimpangan, sebab yang ideal adalah relasi yang setara dan 

dialogis. Oleh karena itu, pengadilan seharusnya mengkaji apakah 

ketidakterlibatan suami dalam proses pembentukan aset benar-benar 

menunjukkan nihilnya kontribusi, atau justru merupakan refleksi dari struktur 

relasi yang tidak memungkinkan partisipasi penuh secara adil. 

3. Kontrol atas Aset dan Sumber Daya Rumah Tangga: Tergugat tidak memiliki 

kontrol yang setara atas harta bersama karena sebagian besar aset diakui atas 
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nama Penggugat. Kontrol dalam hubungan gender tidak hanya merujuk pada 

legalitas kepemilikan, tetapi juga pada kuasa dalam mengatur dan mengelola. 

Mansour Fakih menyatakan bahwa salah satu bentuk penundukan perempuan 

(subordinasi) adalah pengambilan keputusan yang sepihak oleh laki-laki, 

termasuk dalam hal ekonomi rumah tangga. Ia mencontohkan bagaimana 

keputusan sekolah atau karier istri pun harus melalui izin suami, tetapi 

sebaliknya tidak berlaku demikian.74 Kontrol tidak selalu berkaitan dengan 

nama dalam dokumen, tetapi lebih pada pengaruh nyata dalam pengelolaan 

sumber daya tersebut. Dalam banyak rumah tangga, kendali atas aset sering kali 

berada di tangan pihak yang memiliki akses ekonomi, dan dalam kasus ini, 

posisi itu dipegang oleh Penggugat. 

     Dalam Putusan No. 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, harta-harta yang disengketakan 

sebagian besar dibeli diakui atas nama Penggugat atau berasal dari dana yang 

dikirim olehnya. Hal ini membuat Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat 

memiliki kontrol dominan atas harta tersebut dan secara hukum wajar 

mendapatkan bagian yang lebih besar. Namun, pendekatan ini belum 

mencerminkan kontrol dalam makna sosial dan emosional yang diusung oleh 

perspektif gender. 

    Mansour Fakih menekankan bahwa dalam konteks keadilan substantif, 

seseorang bisa saja tidak memiliki kontrol formal atas harta (misalnya tidak 

 
74Fakih, Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial, 16. 
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memiliki sertifikat atau bukti pembayaran), tetapi tetap memiliki kontrol sosial 

dan psikologis terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga. Perempuan 

yang mengatur penggunaan harta, menjaga rumah, atau bahkan membuat 

keputusan domestik penting juga memiliki bentuk kontrol yang layak dihargai. 

Pengadilan yang tidak menimbang aspek kontrol non-formal ini cenderung 

menilai hubungan rumah tangga secara sempit, yaitu hanya dari dimensi legal 

formalistik, bukan dari relasi kuasa sehari-hari yang terjadi di dalam rumah 

tangga. 

4.  Manfaat yang Diperoleh dari Harta Bersama 

     Indikator teori keadilan gender Mansour Fakih adalah manfaat, yaitu sejauh 

mana pihak-pihak yang terlibat dalam relasi sosial memperoleh keuntungan 

atau dampak positif dari struktur yang ada. Dalam konteks rumah tangga dan 

harta bersama, manfaat merujuk pada hasil material maupun non-material yang 

diterima oleh pasangan suami istri dari proses akumulasi harta selama 

perkawinan. Manfaat dari hasil rumah tangga seharusnya tidak hanya diukur 

dari perolehan ekonomi, tetapi juga dari kerja domestik dan pengorbanan 

psikologis yang sering kali tidak dinilai. Mansor Fakih menyebut bahwa beban 

kerja domestik perempuan dianggap wajar dan menjadi tanggung jawab 

kodrati, padahal seharusnya kerja ini juga dihargai dan dibagi secara adil.75 

 
75Fakih, Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial, 21. 
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     Dalam putusan ini, Tergugat hanya mendapatkan 35% dari total harta 

bersama, sedangkan Penggugat menerima 65%. Jika manfaat dilihat semata-

mata dari kontribusi finansial, maka putusan ini tampak adil. Namun jika 

manfaat dilihat dari total kontribusi baik ekonomi maupun domestik maka 

terdapat celah besar yang perlu dikaji ulang. Suami yang selama ini tinggal di 

rumah, mengelola kehidupan sehari-hari, mengurus kebutuhan rumah tangga, 

dan mungkin merawat properti, memiliki peran penting dalam menjaga nilai 

dan fungsi dari aset yang dimiliki bersama. Mansour Fakih mengingatkan 

bahwa ketimpangan dalam manfaat akan memperkuat ketimpangan struktural, 

karena satu pihak hanya dianggap layak mendapat manfaat jika ia 

menghasilkan uang. Dengan demikian, pendekatan keadilan yang hanya 

menghitung kontribusi dalam bentuk uang atau bukti transfer jelas tidak cukup. 

Konsep “nilai” dalam kontribusi rumah tangga harus diperluas untuk mencakup 

kerja-kerja domestik dan sosial yang tidak mudah dikuantifikasi. 

5. Pengabaian Kontribusi Domestik dalam Perkawinan 

      Salah satu kritik mendasar dalam teori keadilan gender menurut Mansour 

Fakih adalah pengabaian sistematik terhadap kontribusi domestik perempuan, 

terutama dalam struktur hukum dan kebijakan publik. Mansour Fakih 

menyatakan bahwa bentuk ketidakadilan ini sangat kasat mata, tetapi tetap 

terabaikan karena dianggap “kodrat” perempuan padahal sebenarnya adalah 

hasil konstruksi sosial dan budaya. 
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Dalam konteks putusan 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr, majelis hakim 

menetapkan pembagian harta bersama dengan rasio 65% untuk Penggugat 

karena kontribusi ekonominya dinilai sangat dominan. Akan tetapi, tidak 

ditemukan pertimbangan eksplisit tentang kontribusi domestik dari pihak 

Tergugat. Hal ini memperlihatkan kecenderungan lembaga peradilan untuk 

menilai keadilan hanya berdasarkan aspek ekonomi formal seperti penghasilan, 

bukti transfer, dan nama kepemilikan asset tanpa menghitung kerja-kerja non-

upahan yang juga menopang ekonomi rumah tangga secara keseluruhan. 

Kontribusi domestik seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, 

merawat aset properti, menjaga keamanan rumah, serta memelihara relasi 

keluarga dan sosial semuanya merupakan beban kerja yang nyata, meskipun 

tidak dinilai dalam satuan uang. Kontribusi domestik seperti mengurus rumah 

dan merawat anak sering kali dianggap bagian dari “kewajiban perempuan” 

yang tidak perlu dihitung sebagai kerja. Mansour Fakih mengkritik keras hal 

ini dengan mengatakan bahwa “perempuan yang bekerja di ranah domestik 

telah menjadi korban dari bias gender”, karena mereka bekerja tanpa jaminan, 

tanpa pengakuan, dan tanpa kejelasan perlindungan hukum.76 Dalam banyak 

penelitian feminis dan kajian gender, pekerjaan ini disebut sebagai unpaid care 

work, yang apabila dihitung secara ekonomi, bernilai tinggi dalam mendukung 

stabilitas rumah tangga dan bahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Mansour 

 
76Fakih, Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial, 22. 
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Fakih secara kritis menyebut bahwa sistem hukum konvensional tidak cukup 

peka terhadap kerja-kerja domestik ini, sehingga perempuan dalam banyak 

kasus hukum keluarga tidak mendapatkan pengakuan setara atas peran mereka, 

padahal peran itu sangat vital dan substansial. Dalam konteks perkara ini, 

pengabaian kontribusi domestik Tergugat menunjukkan bahwa keadilan formal 

belum diimbangi oleh keadilan substantif, yang mencakup semua bentuk 

kontribusi dalam relasi perkawinan. Meski penghasilan istri lebih banyak akan 

tetapi penggugat meninggalkan salah satu kewajiban sebagai seorang istri yaitu 

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan 

sebaik-baiknya dalam hal ini pembagian harta bersama Seharus sesuai pasal 97 

KHI yaitu 50:50. 

     Jika kontribusi domestik tidak dinilai sebagai faktor dalam pembagian 

harta bersama, maka secara struktural sistem hukum memperkuat pandangan 

bahwa hanya yang menghasilkan uang yang layak mendapat bagian besar. Ini 

adalah bentuk ketimpangan yang bersumber dari norma ekonomi liberal yang 

tidak inklusif secara gender. Oleh karena itu, putusan ini belum mencerminkan 

keadilan menyeluruh, sebagaimana ditekankan oleh Mansour Fakih. 

6. Ketimpangan yang Dinormalisasi dan Tidak Dikoreksi oleh Sistem Hukum 

     Bentuk ketidakadilan gender yang paling mengakar dan paling sulit diubah, 

menurut Mansour Fakih adalah ketimpangan yang telah dinormalisasi dalam 

struktur sosial, budaya, dan bahkan sistem hukum. Ketika sistem peradilan 
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hanya menghitung kontribusi berdasarkan bukti ekonomi, maka terjadi 

pembenaran hukum terhadap ketimpangan relasi dalam rumah tangga. 

Dalam perkara ini, Tergugat sebagai suami berada dalam posisi yang 

lemah karena tidak memberikan bukti kontribusi ekonomi langsung. Namun 

yang menjadi soal bukan semata apakah ia memberikan dana, melainkan 

apakah ia juga berkontribusi dalam bentuk lain misalnya menjaga properti, 

mengelola keuangan rumah tangga, atau bahkan secara emosional mendukung 

istri yang bekerja di luar negeri. Tanpa pengakuan terhadap dimensi-dimensi 

tersebut, sistem hukum menjadi alat yang tidak adil bagi relasi perkawinan yang 

kompleks. 

Mansour Fakih menyebut bahwa ketidakadilan gender bersifat 

multidimensi: tidak hanya terjadi di level negara, tetapi juga di tingkat rumah 

tangga, organisasi, pendidikan, dan bahkan dalam pikiran laki-laki dan 

perempuan itu sendiri. Dalam hukum keluarga, bias semacam ini sering tidak 

disadari karena pembagian peran sudah dianggap wajar atau “kodrat”. Dalam 

kenyataannya, pembagian itu tidak netral, melainkan terbentuk oleh kekuasaan 

sosial. 

Normalisasi ketimpangan semacam ini membuat peran perempuan yang 

tidak terlihat semakin termarjinalkan. Ketimpangan gender yang dinormalisasi 

oleh kultur dan hukum seringkali bersifat laten dan tidak terlihat, tetapi justru 

paling sulit dikoreksi. Mansour Fakih menyatakan bahwa struktur masyarakat, 

termasuk kebijakan dan tafsir agama, membentuk mekanisme pengambilan 
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keputusan yang meminggirkan perempuan, bahkan di lingkungan rumah tangga 

sendiri.77 Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat struktur patriarki 

sekalipun perempuan tampak "mendominasi" secara finansial, akan tetapi 

dalam kasus ini berbeda. Sebab, pada dasarnya keadilan bukan hanya tentang 

siapa yang dominan, tetapi bagaimana sistem memberikan ruang dan perlakuan 

yang setara terhadap kontribusi yang berbeda jenisnya. Oleh karena itu, putusan 

5654/Pdt.G/2024/PA.Jr dapat dikritik karena gagal mengoreksi ketimpangan 

tersebut. Keputusan hukum seharusnya bukan hanya menjadi alat penyelesaian 

konflik, tetapi juga alat transformasi sosial, termasuk dalam mendorong sistem 

yang lebih adil terhadap peran dan posisi suami-istri dalam rumah tangga. 

 
77Fakih, Analisis Gender dan Transformalisasi Sosial, 24. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pemaparan penelitian mengenai pembagian harta gono-gini 

tak seimbang pada putusan Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr yang telah di jelaskan di 

atas,terdapat dua kesimpulan yang dapat peneliti simpulakan yaitu: 

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama dalam perkara 

Nomor 5654/Pdt.G/2024/PA.Jr didasarkan pada dominasi kontribusi ekonomi 

dari pihak Penggugat (istri) yang selama perkawinan bekerja sebagai Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Majelis menilai bahwa sebagian besar 

harta bersama diperoleh dari hasil kerja Penggugat, dan karenanya memutuskan 

pembagian harta bersama dengan komposisi 65% untuk Penggugat dan 35% 

untuk Tergugat (suami). Putusan tersebut mengakomodasi bukti ekonomi 

formal berupa transfer dana, bukti pembelian, dan penguasaan aset. Namun, 

pertimbangan hakim tidak mencantumkan kontribusi non-ekonomi atau kerja 

domestik yang mungkin dilakukan oleh pihak Tergugat selama masa 

perkawinan, sehingga aspek sosial rumah tangga tidak sepenuhnya dimasukkan 

dalam penilaian. Dalam putusan nomor 5654 /Pdt.G/2024/PA.Jr majelis hakim 

memutuskan pembagian harta bersama yang tidak simetris karena pihak 

penggugat tidak menyetujui jika harta bersama dibagi secara simetris hal 
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tersebut terbukti dengan pengakuan pihak tergugat bahwa pihak Tergugat telah 

membicarakan pembagian harta gono-gini dengan pihak keluarga penggugat di 

kediaman keluarga penggugat di malang berserta penggugat via aplikasi what’s 

up  akan tetapi pihak penggugat berubah pikiran hingga putusan perkara ini 

diputuskan.  

2.  Jika dianalisis melalui perspektif keadilan gender Mansour Fakih, putusan 

tersebut belum mencerminkan keadilan substantif yang utuh. Meskipun secara 

hukum pembagian tersebut sah, tetapi secara sosial terdapat pengabaian 

terhadap prinsip-prinsip keadilan gender yang mencakup akses, partisipasi, 

kontrol, dan manfaat. Kontribusi domestik atau kerja tidak bergaji yang 

dilakukan oleh salah satu pihak dalam rumah tangga tidak diperhitungkan 

dalam penentuan nilai kontribusi terhadap harta bersama. Selain itu, putusan ini 

mencerminkan kecenderungan sistem hukum yang masih menilai kontribusi 

dari aspek ekonomi semata, dan belum mengoreksi struktur ketimpangan peran 

gender yang telah dinormalisasi oleh budaya dan hukum. 

B. Saran 

      Berdasarkan temuan dan analisis yang telah disampaikan, penulis 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Untuk lembaga peradilan agama, khususnya majelis hakim dalam perkara 

perceraian dan pembagian harta bersama, disarankan agar dalam membuat 

pertimbangan hukum tidak hanya berfokus pada kontribusi ekonomi 

formal. Hakim sebaiknya mulai mempertimbangkan kontribusi domestik, 

kerja emosional, dan peran non-upahan yang secara nyata menopang 

kehidupan rumah tangga, sebagai bagian dari konstruksi nilai harta 

bersama. 

2. Bagi pembuat kebijakan dan akademisi hukum keluarga Islam, penting 

untuk mendorong pembaruan dalam tafsir hukum keluarga yang lebih 

responsif terhadap nilai-nilai keadilan gender. Diperlukan pedoman teknis 

atau yurisprudensi yang memberikan ruang pengakuan terhadap peran 

sosial domestik sebagai kontribusi yang sah terhadap pembentukan harta 

bersama. 

3. Untuk masyarakat secara umum, perlu dilakukan edukasi hukum berbasis 

kesetaraan gender agar tidak lagi memandang kerja domestik sebagai 

kewajiban mutlak perempuan yang tidak bernilai ekonomi. Pendidikan ini 

penting agar kesadaran masyarakat terhadap keadilan substantif dalam 

keluarga dapat meningkat dan mendorong terbentuknya rumah tangga yang 

setara dan saling menghargai. 
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4. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan agar dilakukan studi empiris yang 

melibatkan perspektif para pihak dalam perkara sejenis, guna 

menggambarkan secara lebih nyata bagaimana kerja-kerja domestik 

perempuan diabaikan atau tidak diakui dalam pembagian harta bersama. 

Penelitian ini dapat menjadi basis reformasi yurisprudensi dan penguatan 

hukum keluarga Islam yang adil gender. 
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